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Nama 
Program Studi 
Judul 

ABSTRAK 

; J ustriaman 
: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik 
: Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modem lerhadap 

kepatuhan Wajib Pajak di Kantor PeJayanan Pajak Pratama Jakarta 
Sawah Besar Dua 

Tesis ini membahas tentang penerapan sistem administrasj perpajakan modern di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Setelah 
rnodernisasi diterapkan, ingin dilihal bagaimana persepsi wajib pajak terhadap 
penerapan (implementasi) modernisasi tcrsebut serta bagaimana dengan kepatuhan 
wajib pajak itu sendiri setelah sistem administrasi perpajakan modern diterapkan. 
Komponen utama yang dapat dilihat dari penerapan sistem administrasi perpajaka.n 
modern adalah dengan adanya perubahan struktur organisasi dari berdasarkan jenis 
pajak menjadi berdasarkan fungs1 1 adanya jabatan AR (Account Representatives), 
pcmanfaatan tekno!ogi Infonnasi terklni (on-line payment, e-reg, e~NPWP. e-filling, 
e~SPT). dan adanya tempat pelayanan terpadu yang merupakan gabungan tempat 
pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan serta Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 

Jenls penehtian yang digunakan adalah ana!isis dcskripsi sehingga tidak dimaksudkan 
untuk menguji hipotesis tcrtcntu, tetapi hanya mcnggambarkan apa adanya tcntang 
suatu variabeL Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif sehingga basil 
penelitiaxmya bersifat unik dan tidak dimaksudkan umuk digeneralisasikan. Data 
yang dipergunakan ada!ah basil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang 
telah ditentukan serta hasil wawancara mcndalam yang tak berstruklur serta dari data 
pembayaran dan pelaporan terhadap responden yang sama. 

Hasil peneiitian menunjukan bahwa dengan adanya perubahan stmktur organisasi 
dimana sebelumnya berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, adanya 
jabatan AR (Account Represemarivcs)1 serta adanya tempat pelayanan terpadu yang 
merupakan gabungan tempat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak 
Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat mcnguntungkan dan 
bermanfaat bagi wajih pajak serta memudahkan bagi wajib pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban pcrpajakannya. Sedangkan terhadap pcmanfaatan 
teknologi informasi terkini (on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-jilling, e-SP1} 
temyata kurang begitu bermanfaat bagj wajib pajak, hal ini karena wajib pajak masih 
semmg dengan kondisi scbclwn kantor pajak dimodemisasi dimana masih sebagian 
besar dilakukan secara manuaL 

Kata kunci: 
Acx:ount Representatives, on-line payment, e-reg, e-NPWP, e:fiiling, dan e-SPT 

vi Universitas Indonesia 

Pengaruh Penerapan..., Justriaman, FEB UI, 2009



ABSTRACT 

Name : 1 ustriaman 
Study Program : Magister of Planning and Public Policy 
Title : TI1e Impacts of Modern Tax Administration System Implementation 

to The Compliance of Tax Payers in KPP Pratama Jakarta Sawah 
BesarDua 

This Thesis studied the implementation of modern tax administration system in KPP 
Pratarna Jakarta Sawah Besar Dua. The objective of this study were to know tax 
payers perception and how it influenced their compliance after the system was being 
implemented. 

The main factors which can be seen after the implementatJon of modern tax 
administration system were the changed of organization structure, the existence of 
account representative, the used of the latest information technology (such as on-line 
payment, e-reg, e~NPWP, e-filing, e-spt), and the existence of integrated services for 
all kind of taxes. 

Descriftif analysis method was used in this reseach, therefore this study purpose was 
only to describe about a variable, not to proved certain kind of variab!e. Kualitative 
approach was implemented that the result of this research is unique and wasn't intent 
to be generalized. The data which used for this rescach was the result of the quesioner 
from selected tax payer respondens, unstructure intensive interviewed, and also from 
their tax (:>ayment and reports record. 

The result of this research showed that with the changed of organization structure, the 
existence of account representative, and the existence of 1ntegrated service.c: are 
advantageous for the tax payers. On the other hand, the used of the latest information 
technology are less advantageous because the tax payers found it more comfortable 
with a manual previous system when most of the services were usually done. 

Key words: 
Account Representatives, on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filling, and e-SPT 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar llcJakang Mnsa1ah 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dlbawah Departcmen Kcuangan sebagai 

lembaga yang diberl tugas dalam menghimpun pcndanaan negara yang bersumber 

dari pajak harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar 

dapat memenuhi pembiayaan pembangunan nasional. Tugas pokok Direktorat 

Jenderal Pajak adalah mclaksanakan scbagian tugas pokok Departemcn Keuangan 

di bidang pendanaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, Untuk menjaga dan atau meningkatkan pendanaan negara dad sektor 

pajak maka DJP secara interna[ melakukan perbaikan terus mencrus untuk 

memperbaiki kinerjanya. 

Tabcll.l Target dan ReaUsasi Penerimaan Pajak Nasional (Miliar Rupiah) 

I I 
... 

E =r 1 

% 

I APBN-P . . % NO I Tahu: 
APBN p 

thd Reahsast P .. , encapa1an , 
APBN i I (6) (5) , 1 ' (4) (3): 

(I) (2) (3) (2) (5) (3) ' 
I 2001 152.420,0 156.566,9 102.72%. 158.573,9 ' 101.28% 

-~ 2002. 184.675,9 180.099,8 . 97.52% 176.200,6 97.83% f---2 . 
3 2003 213.796,8 210.787,3 98.59% 204.153,7 96.8~~ 
4 2004 232.552,9 238.591,5 102.60% 238.983,0 1001~ 
5 2005 ' 256.547,8 302.158,4 117.78% 298.338,9 9&.74% 
6 2006 ~62.802,0 371.703,8 102.45% 358.049,5 96.33% 

I 7 2007 452.556,9 432.516,2 95.57% 426.225,2 98.55% . . 
' 

. . . . '· Surnber. Laporan Mmgguan du:rcn Perbcndahara;m, Data Polmk APBN Dcp"eu, 
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2 

Tabcll.2 Realisasf Pcncrimnan Pajak lCPP Pratamn JKT Sawnh Besar Dua 
(Dalam jutaan Rupiah)1 

NO JEN!SPAJAK zoos 2006 2007 2llOS 
1 PPh NON MIGAS 55674 151,753 ;w9,G27 216,240 

2 PPh MIGAS " 196 93 0 , PPN dan PPnBM '77,720 176,535 212,600 160,262 

4 PBS dan BPHTB . . . . 
5 Pendapatan atas Pl dan PI6 165 {67) 324 190 

JUMLAH 133,571 328,417 422,643 376,693 

Sumber: Dirckwrat Teknologi lnformasi Pcrp<~jakan, Dlrcktoral Jendcral Pajak 

Untuk mcmperbaiki kinerjanya maka DJP melakukao reformasi 

perpajakan yang dimulal tahun 1983. Di sini terjadi perubahan mekanisme 

pemungutan pajak din1ana sebelumnya besarnya pajak dihitung oleh kantor pajak 

(official assesment) mcnjadi besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak (self 

assesment) dimana anggota masyarakat dlberi kepercayaan un!Uk menghitung, 

mempcrhitungkan, mernbayar dan melaporkan sendirl pajak yang terutang 

sehlngga me!alui slstem tni admfnistrasi perpajakan diharapkan dapat 

dilaksanakan dcngan sedcrhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota 

masyarakat. 

Dalam sislem self assessmenT masyarakat dengan kesadaran dan sukare!a 

bersedia membayar pajak. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan 

memberi keparcayaan kepada masyarakat untuk menghitung pa.jaknya sendiri dan 

membcri kemudahan dalam hal pelaporan pajak ke Kantor Pelayunan Pajak 

Dengan diberlakukannya sistem self (lssessmenl maka pcrlu dilakukan 

penga,.vasal\ terhadap materiil Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh 

wajib pajak. 

Pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah padahal 

target penerimaan pajak dari tahun kc tahun semakin meningkat terutama setelah 

adauya prinsip kemandirian bangsa dalam mefakukan pembiayaan ncgara dan 

peiaksanaan pembangunan, Oleh karcna ltu, untuk menyukseskan fungsi dan 

peramm DJP dalam mengamankan pcndanaan negara, maka DJP mengambil 

1 Pcncrimann Tuhun 2005 hanya unluk buli.ln Jtmi 2005 sumpai Dcsembet 2005. Penetimaan 
Tahun 2008 menurun kurena sebagtan Wujib Pajak besar KPP Pro~luma Jakarta Sawnh Besar Dun 
dipindah kc .KPP Madyu Jakarta Pusat 
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kebijakan diantaranya dengan mencrapkan sistem administrasi modem padn 

kantor pelayanan pajak. 

Pembentukan kantor pajak modern dimulai pada tahun 2002 dengan 

dibentoknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar atau KPP LTO 

(Large Taxpayers Office) yang mengurus 200 wajib pajak terbesar se-lndonesia 

dalam pemberian kontribusilpenyetoran. Kemudian pada ta!mn 2004 dilanjulkan 

dengan pembentukan KPP Madya atau KPP MTO (Medium Taxpayers Office), 

serta diterus.kan dengan pembentukan KPP Pratama atau KPP STO (Small 

Taxpayers Office) pada bulan Juni 2005 yang merupakan peleburan dari Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB), Kantor Pemeriksaan dan 

Penyidikan Pajak (Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Reformasi perpajakan dilakokan secara bertahap atas instrumen-instrumen 

pendukung yaitu pelayanan kcpada WP, reformasi atas moral, ctika, integritas dan 

kemampuan dari para aparat pajak. Tujuan utamanya adaJah bagaimaoa pelayanan 

yang diberikan kcpada wajib pajak dapat menjadi optimal dan meningkat 

sehingga tcrcipta pelayanan prima dalam rangka good governance. Tujuan dari 

reformasi perpajakan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan oleh pemerintah 

a"dalah untuk meningkatkao kepatuhan WP yang pada akhitnya d1harapkan 

meniogkatkan penerimaan pajak. 

Dalmn rangka mcningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP bcrusaha 

memberikan pelayanan terbaik yang sering dikenal dengan istilah pclayanan 

prima, Pelayanan prima bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena 

dibutuhkan partisipasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai DJP serta 

perlunya peran dan dukungan masyarakat dalam mengawasinya. Untuk itu DJP 

meningkatkan kuaiitas layanan secara terus~menerus balk dari segi kclcmbagaan. 

ketatalak:sanaan, sumber daya manusia dan sistem akuntabHitas. Pelayanan prima 

merupakan salah satu kunci dafam memenuhi tuntutan masyarakat yaitu tingkat 

kepuasan yang maksimum dan sebagai salah satu penvujudan dari sistem 

adminlslrasi modern. 

Pelayanan yang efek!ifmenjadi salah satu tujuan reformasi yang dilakukan 

oieb DJP. Peningkalan pelayanan te!ah menjadi lrunci utama dalam pelaksanaan 

tugas kantor pajak. Hal ini telah menjadi komitmen jajatan DJP sesuai deogan visi 
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dan misinya scbagai landasan bagi pcncapaian sasaran, pcnyusunan strategi, 

pelaksanaan program dan kegiatan, Visi DJP adalah menjadi model pelayanan 

masyarakat yang menyelengarakan sistem manajemen perpajaknn kelas dunia 

yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Misi OJP adalah menghimpun 

penerimaan dalam ncgcri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian 

pembiayaan pemerintah bcrdasar undang undang perpajakan dengan tingkat 

efektivitas dan efisiensi yang tinggi. 

Dengan peiayanan yang semakin bertambah baik dan dilakukan secara 

terus menerus dlharapkan akan mcnambah penerimaan pajak dari Wajib pajak 

yang sudah terdaftar (intensifikasi) dan jumlah wajib pajak baru (ekstensifikasi). 

Intensifikasi terutama dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar dimana 

wajib pajak belum melaporkan kewajlban perpajakannya dengan benar. 

Intensifikasi dilakukan melalui penyuluhan dan pemeriksaan. Ekstensitikasi atau 

penambahan jumlah wajib pajak baru diantaranya dilakukan dengan memberikan 

NPWP kepada karyawan yang penghasilannya sudah diatas penghasilan tidak 

kena pajak (PTKP), kepada pemilik apartemen, serta pemilik toko yang belum 

memiliki NPWP. 

Dalam sislem administrasi perpajakan modern, salah satu ukuran 

keberhasUan adaiah dilihat dari tingginya kepatuhan WP menjalankan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peratutan yang berlaktL Kepatuhan wajib pajak 

setidaknya dapal diuk.ur dari tingkat kepatuhan mendafl:arkan diri, melaporkan 

penghasilannya secant benar dan menyetorkannya sesuai waktu yang telah 

dltetapkan. O!eh karena itu pencgakan hukum di bidang perpajakan harus 

ditegakkan. 

Pcrubahan yang dapat dilihat dengan diterapkannya administrasi perpajakan 

modem pada kantor pelayanan pajak diantarnnya adalah: 

I. Struktur organisasi yang berdasarkan fungsi, sedaogkan sebelumnya 

berdasarkan jcnis pajak 

2. Penggaburtgan pelayanan terpadu antara kantor pelayanan pajak (KPP) 

dengan kanror pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB) 
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3. Terdapat jabatan baru yaitu Account Representative (AR) yang bertanggung 

jawab terhadap scmua kewajlban perpajakan wajib pajak (WP) dan sebagai 

tempat konsultasi bagi WP yang memerlukan penjeJasan 

4. Adanya penerapan informasi dan 1eknologi (I1) yang lebih baik untuk 

mcmudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

misa!nya pencrapan online payment, e-SPT. e-filing dan e-reg. 

KPP Pratama Jakarta sawah Besar Dua merupakan salah satu KPP yang 

dijadikan sebagai kantor pelayanan pajak modem yang membawah[ wilayah kerja 

untuk kclurahan Karlini, Karang Anyar, dan Pasar baru di kecamatan Sawah 

Besar Jakarta Pusat Di kantor ini tcrdaftar Wajib Pajak Badanl Orang Pribadi, dan 

Bendaharawan. Wajib pajak badan terulama importir dan perdagangan eceran 

spare part dan perdagangan lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi teruta.ma 

pedagang eceran, Sedangkan untuk Bendabarawan yang terdaftar aktif di KPP 

Pratama Jakarta sawah Bcsar Dua diantaranya adalah bcndaharawan

bendaharawan yang ada di bawah Departemen Keuangan, Departemen Agama, 

Menkoperekonomian, Kementerian BUMN, serta Badan Pusat Statistik (BPS). 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam rangka merealisasikan kantor pctayanan pajak yang modern maka 

DJP mclakukan implernentasi kebijakan yang telah ditetapkan sccara cfislen dan 

efektif: Hal ini melipuli pengembangan sumber daya manusia, teknologi 

informasi, struktur organisasi, proses dan prosedur serta sumbcr daya finansial 

dan inscntlf yang mencukupi yang tujuaonya adalah menunjang layanan prima 

yang dapat dlpercaya oleh wajib pajak, 

Dalam rangka mewujudkan kantor pelayanan pajak yang modem yang 

mampu memberikan pelayanan prima dan dipercaya, maka dibentuklah KPP 

Wajib Pajak Besar atau Large Taxpayers Office (LTO). KPP Madya a tau lvfedium 

Taxpayers Office (MTO) dan KPP Pratama atau Small Taxpayers Office (STO) 

yang dlmaksudkan berfungsi secara strategls meningkalka[\ kepaiuhan wajib 

pajak. Pcmbentukan KPP Pratama atau STO dilakukan sebagai langkah usaha 
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mengikuti kesuksesan yang telnh diraih oleh LTO dan MTO yang ditandai dcngan 

meningkatnya kepatuhan WP dan juga penerimaan pajak. 

Perbedaan yang dapat dilihat pada kantor pe!ayanan pajak yang belum 

dan sudah menerapkan slstem administrasi perpajakan modern adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.3 Perbedaan KPP yang Belum dan Tcfah Mencrapkan Sistem 

Administrasi Perpajakan Modern Terutama yang Bedmbungan 

Langsung dengan Wajib Pajak 

!Pcibadi, •da<> S••kSi Pemotcngan dan Pemungu!an (P<olpco!J.!P<iba<li, dan Seksi Potput digabung menjadi 

jAo•»ila WP memillkJ kcwa)iha.r• PPh psl 25, PPN, yang disebut dengan Seksl Pco1ga,wasa''' 

WP harus mengurusnya ke maslflg.masing Konsullasi. ApabJ!a w.;~jib pajak ma"''''""'' 

digunakannya Tekrlologi infoiTI1asi terkini 

masa 
bany<'!k kertas 

secara lebih lnlensif leruiama 

!momoofaafkan profil WP yang dibual o!eh 

l•endi•O. MemberiKan konsullast dan oinlbioog"'i 

i'''P•dawajib pajak diantaranya adalah poc"b''"a''' 

':::;:~~:,: perpajakan yang berkaitan 
If perpajakan wajib P<'liak. inlerpretasi 

'::;:,~~,~= WP untuk melakukan kewajlban 
IF " Misalnya dengan adanya online 
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Adanya pembaharuan dalarn sistem administrasi perpajakan tcrsebut 

tentunya diharapkan membawa dampak perubahan pola kepatuhan WP ke arah 

yang lebih baik Tujuan pokok di atas yang akan di analisis melalui pcrtanyaan 

yaitu bagaimana implementasi kcpatuhan wajib pajak (WP) yang ada di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua setelah diterapkannya 

modernisasi. 

1.3 Tujuan Pcnc1itian 

Tujuan dnri penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dcngan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern di KPP 

Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. 

1.4 Hipotcsa 

Dengan d!terapkannya sistcm administrasi perpajakan modern maka 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat 

1.5 Maufaat Pencliti:an 

Diharapkzm melalui penelitian ini dapat: 

1. Menjadi masukan kepada KPP untuk menentukan kebijakan dalam 

mengeluarkan keputusan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

manajemcn perpajakan scrta lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

2. Menjadi masukan bagi DJP sehingga terjadi pcrbaikan dan penyempurnaan 

yang tcrus menerus terhadap pelaksanaan di lapangan. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitinn 

Ruang lingkup dilaksanakannya penciitian di Kantor Pelayanan Pajak 

Pralama Jakarta Sawah Besar Dua dcngan fokus penelitian mengenai kepatuhan 

pclaporan, kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak sebelum dan setelah 

diterapkannya slstem administrasi perpajakan modern. 
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Pemilihan KPP Pratama Jakarta sawah Besar dua sebagai tempat 

pcnelitlan adalah karena·. 

l. Merupakan Salah satu dari KPP Pratama atau Small Taxpayers Office (STO) 

yang lebih dahulu melaksanakan sistern administrasi perpajakan modern yaitu 

sejakJuni 2005 bersama dengan 14 KPP pratama yang ada di Kantor Wilayah 

Jakarta Pusat yang dijadikan scbagal uji coba (pilot project), sernentara kantor 

pclayanan pajak di luar wilayah Kantor \Vilayah Jakarta Pusat belum 

melakukannya. 

2, Kantor ini memi!iki kekhususan dibanding KPP Pratama lainnya dimana 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebagian besar memiliki kegiatan usaha 

sebagai lmportir dan perdagangan eceran spare part. 

Penelitian dilakukan untuk tahun pajak 1999 sampai tahun pajak 2008 

terhadap .data pelaporan dan data pembayaran dari wajib pajak. Nara sumber 

(Responden) diambit berdasarkan data wajib pajak yang terdaflar sampal bulan 

Juni 2008, 

1.7 Mctode Penelitian 

Metode penelitian yang d,Jgunakan adalah analisis deskriptif. Metode 

deskrlptif yuitu penelitian untuk memperoleh gambaran situasi atau kejadian, 

fenomena~fenomena serta hubungan beberapa kondisilkeadaan sehingga diperoleh 

suatu makna dan imp!ikasi dari keadaan yang dlgambarkan apa adanya. 

Pendekatan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang berkembang sesuai proses di Iapangan. Data dihimpun dari basil wawancara 

dengan wajib pajak, data dari Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal 

Pajak (SIP DJP), dan data dari Sistem lnformasi Direktorat Jenderal Pajak 

(SIDJP) yang merupakan data berupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, 

meliputi pembayaran dan pelaporan bulanan maupun tahunan. 

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan selama di lapangan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan Model /'Jiles and Huberman.2 Miles and 

Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 

2 Sugiyono Pto(, Mr:molmml Penelitim1 Kuali:alij. C"V Alfabcta Bo.ndung, 2007, hal. 9l. 
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diiakukan secara interaktlf dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehinggajawaban Responden konsisten. 

1.8 Sistcmatika Penulisan 

Di dalam Japoran penelitian ini disajikan dalam 6 bab yang masing rnasing 

bab terdiri dari sub bab sebagai berikul: 

BABI 

BABII 

BABIII 

BABIV 

BABY 

: PENDAIIULUAN 

Bab ini akan mcnguraikan iatar belakang permasalahan, 

perurnusan masalah, tujuan penelitian, rnanfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, model operasional penelitian, dan sistematika 

dalam penulisan 

: LANDASANTEORI 

Bab ini menguraikan tentang pengcrtian pajak, asas..asas 

pemungutan pajak, fungsi pajak, sistcm perpajakan, kebijakan 

perpajakan, administrasi perpajakan, kepatuhan pajak dan 

penerapan administrasi pcrpajakan modern. 

: IVIETODE PENELmAN 

Bah ini mcnjelaskan Objek dan ternpat penelitian, pendekaran 

penelitian, metode dan teknik pengurnpulan data, jenis data yang 

digunakan, teknik analisis data, dan pengujian kredibilltas data 

yang digunakan 

: GAMBARAN KPP PRATAMA JAKARTA SAW AH BESAR 

DUA SEBELUM DAN SETELAH DITERAPKANNY A 

MODERNfSASI 

Bab ini menguralkao wilayah kerja, alasan pembentukan, dan 

struktur organisasi KPP Pratama Jakarta sawah Besar Dua 

: PEMBAHASAN DAN HAS!L PENELITIAN 

Bab ini menguraikan pembahasan basil penelitian yang telah 

dilakukan yang kemudian dlhubungkan dengan landasan teori 
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BABVI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mengambil kesimpulan yang didapat dari uraian bab-bab 

sebelumnya serta mengajukan beberapa saran 
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LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Pajak Secara Umum 

Mengingat betapa pentingnya pajak bagi pembangunan maka terdapal 

berbagai macam definisi pajak di kafangan para ahli di bidang perpajakan. 

Definisi pajak diantaranya adalah menurut: 

I. Prof. Dr. PJA. Addani (Guru besar dalam hukum pajak pada Universitas 

Amsterdam} yang dikutip dan diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo 

membcrikan definisi yang berbunyi sebagai berikut: 3 

"Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dlpaksakan yang terutang mcnurut 

peraturnn perundang~undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah t.mtuk membiayai 

pengeluaran~pengeluara!l umum sehubungan dengan tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pcmerintahan". 

2. Prof. Dr. MJtL Smeets dalam bukunya De Economische Betekenis der 

Belaslingen, t 951) Scpcrti djkutip oleh Bohari, memberikan definisi pajak 

sebagai berikut: 4 

'~Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutaog melalui norma-norma umum, 

dan yang dapat dlpaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat 

ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran 

pemerintah", 

3. Prof Ray M. Sommerfeld membcrikan definsi yang mirip dengan Adrianl 

mcmberikan pcndapat sebagai berikut :5 

"A fox r;an be defined meaningfully as any non penal yet compulsory transftr 

of resoun:tts from the private to the public sector, levied on the basis of 

predetermined criteria and withow receipt of a specific benefit of equal value, 

in order lo accompli.th some of a nation ·s economic and social objectives" 

l R... Santoso Rmlotliharjo. Pengmtlar ilmu Hukum Pajak. (Bandung: Eresco, N. V ., dalnm R. 
Mansur}'. Pajnk Pengl10silan Limjutan. (Jakarta: lnd·Hill Cc., 1996), hlm. L 

4 H. Boh:~ri, P1mganrar Huknm Pajak, Cct. 5, Jakana, PT Raja Grufindo Pcrsoda, 2004, hal. 23~25. 
' Somm~:rfcld, Ra) M .. Hershel M. Anderson dan Horace R Brock, All !nlrodltclion ta Taxation, 

New York: Harcourt Broce Jovanovich, 1931, haL L 
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4. Edwin R.A. Seligman dalam buku Essay in Taxation seperti dikutip o!eh 

Waluyo dan Wirawan B. flyas meoyatakan :5 

"Ta1: is compulsory contribution from the person, 10 the government to depray 

the expenses incurred in the common interest of all, without reference lo 

special benefit conferred" 

Pajak merupakan kontribusi seseorang kepada negara oamun manfaatnya 

ditujukan kepada masyarakat. 

5. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, memberikan definisi sebagai berikut 1 

"Pajak adalah pcralihan kekayaan darj pihak rakyat kepada kas negara urHuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving 

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment''. 

6. R Mansury, memberikan pendapat sebagai berikut:t 

Pajak tidak Jain adatah pemindahan daya beli dari sektor swasta ke sektor 

publik, oleh karena itu selalu berakibat pada kemampuan masyarakat untuk 

mcnguasai barang dan jasa guna keper!uan kesejahteraan anggota masyarakat. 

Dari definisi pajak yang diungkapkan ofeh para ahli terscbul, dapat 

disimpufkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur9
: 

l. luran dari rakyat 

Yang berhak memungut pajak adalah Negara. luran tersebut bcrupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta atunm 

pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara la'ngsung dapat 

ditunjuk. 

Dalam pembayaran pajak tidak dapal ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemcrintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarkat luas. 

6 Walu,yo, Wirawan U. llya!i, Perpajalwn JudOII!!Ria, Salemba EmJIDl,. Jakarta, 2003, haL 4. 
7 Zain Mohamad, Mrmajeme11 Perpajakan, Salcmba Emp<>!. Jakarta, 2{107, hul. ! L 
ll R. Mansur)'. Pajak Penghasilan Lar!jltlan. {Jakarta: !nd-Hill Co., 1996), him. 40 
9 Mardia.~mo, Pmpajakan. Edisi Rcvisi. (Yogyakana: Penerbit CV. Andi Offset, 2005), him. I 
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2.2 Asas~Asas Pemungutan Pajak 

Asas~asas pengenaan pajak sudah banyak dikemukakan dan disarankan 

oleh para ahli yang intinya mengemukakan prinsip-prinsip apa saja yang harus 

ada agar suatu sistem pcrpajakan dapat berjalan dengan balk. Salah satunya 

adalah Adam Smith (1723-1790), dalam bukunya An Inquiry into the Nature and 

Causes of The Wealth of Nalions (terkenal dengan nama The Wealth of Nation), 

menyatakan bahwa pemungutan pajak haros didasarkan kepada 4 {empat) asas 

pemungutan pajak yang dikenal dengan "The four maxims" yaitu equality, 

certainty, convenience dan Jaw cost of collection. Keempat asas pemungutan 

pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :10 

J. Equality (it should reflect a person's ability to pay) 

The subjects of every slate ought to contribute towards the support of the 

government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities. 

Asas ioi menekankan bahwa pajak harus ad11 dan merata, yaitu dikenakan 

kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuan membayar (ability to 

pay) pajak tersebut dan juga sesuai dengan man fa at yang d iterimanya. 

Pembebanan pajak itu adil apabila setiap wajib pajak mcnyumbangkan suatu 

jumlah uotuk digunakan scbagai pengeluaran pcmerlntah dan sebanding 

dcngan kepentingannya dan manfaat yang diterima dari pemerintah. 

2. Certainty 

The tax: which each individual is bound to pay ought to be certain and not 

arbitrfiiJ'. 111e time ofpaymem, the manner of payment, the quantity to be paid 

ought all to be clear and plain to the contributor and to eve1y other person. 

The certainly of what each individual ought to pay ;s, in laxation, a molter of 

so greaJ importance, that a ve1y considerable degree of inequalify, if appears, 

I believe, from thf! experience of all nations, is not near so great on evil as a 

very :\mall degree of uncertainty. 

Asas ini mcnekankan bahwa bagi wajib pajak harus ada kejelasan dan 

kc-paslian tentang waktu, jumlab, dan cara pcmbayaran pajak. Da[arn asas ini 

kepastlan hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subyek dan obyek 

pajak. 

111 Smith, Adam. The Wf!(l!Jh ofNnfian, New York, Bantam Del!, 2003, haL !043. 
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J. Crmveniency of Payment 

Eve1y tax ought to be levied at the time, or in the manner in which most likely 

to be convenient for the contributor to pay il. or when the most likely to have 

where with to pay. 

Pajak seharusnya dipungut pada wakru dan dengan cara yang paling 

menyenangkan bagi para wajib pajak, misa!nya pada saat Wajib Pajak 

menerima gaji atau penghasilan lain. 

4. Low Cost of ColleeN on 

Every tax ought to he so conlinued as both to take out and to keep out of the 

pockets of the people as little as possible, over and above what it brings inlo 

the publfc treasury of the state. 

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan bagi kaotor pajak dan biaya 

memenuhi kewajiban pajak (compliance casls) bagi waj!b pajak hendaknya 

sekecil mungkin sehingga biaya pcmungutan pajak tidak bo1eh melebihi hasil 

pajak yang alum diterima. 11 

Menurut Kath Nightingale prinslp dari Adam Smith masih bagus 

digunakan hingga saat ini, dan dalam sistcm pcrpajakan modem harus dlikuli oleh 

kriteria berikut: 12 

], Simple, certain and canvenient. 

3. Administratively efficient. 

4. Neutral. 

5. Equitable. 

Pendapat Adolf Wagner sepcrtt dikutip olch Bohari mengcmukakan asas

asas pcmungutan pajak untuk terpenuhinya pajak ideal yaitu: n 

a. Asas Politik Finansial, yaitu meliputi: 

L Pajak hcndaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai, dalam 

atti cukup untuk mcnutup biaya pcngeluaran negara. 

u H. Bohati, Op.dl hal. 4L 
11 Nighlingale Kath, Taxation Tfwory cmd Pmclicc, Penerbit Prentice HaJJ., 2000. hal. 7. 
n H. Bohari .Op.cit.lml. !20. 
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2. Pajak hcndaknya bersif.tt dinamis, art!nya pcncrimaan negara dari pajak 

diharapkan menlngkat, mengingat kebutuhan penduduknya selalu 

meningkat baik secara kualitatifmaupun ~ara kuantitatif. 

b. Asas Ekonomis, yaitu: 

Pemilihan mengenai perpajakan yang sangat tepat apakah hanya dikenakao 

pada pendapatan ataukah juga terhadap modal dan atau pengeluaran. Pada 

umumnya yang paling adil untuk dikenakan pajak bagi wajib pajak adaiah 

pajak pendapalan. 

c. Asas Kcadilan, yaitu meliputi; 

I. Pajak hendaknya bersifat umum atau universal. lni berarti bahwa pajak 

tidak boleh bcrsifat diskriminatif, artinya seseorang dalam keadaan yang 

sam a llendaknya diperlakukan yang sama. 

2, Kesamaan beban, artinya bahwa setiap orang hendaknya dikenakan beban 

pajak kiro.-klrn sama. Untuk mengenakan pajak hendaknya memperhatikan 

daya-pikul (kcmampuan membayar} seseorang. 

d. Asas Administrasi, yaitu meliputi: 

1. Kepastian pcrpajakan: artinya bah\va pemungutan pajak hendaknya 

bersifat pasti dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang 

dikenakan pajak, berapa besamya, bagaimana cara membayarnya, bukti 

pembayarannya, .a.pa sanksinya jika terlambat membayar dan scbagainya. 

2. Kcluwesan dalam penagihan: artinya dalam pcnggunaan atau penagihan 

pajak hcndaknya luwes dalam arti harus melihat keadaan pembayar pajak, 

apakah sedang menerima uang, apakah tidak mengalami bencana aiam. 

atau opakah perusahaannya sedang mengalami pailit dan sebagainya. 

3. Ongkos pcmungutan hendaknya diusahakan sekecil~kecilnya. 

e. Asas Yuridis atau Asas Hukum. yaitu meliputi: 

1. Kejelasan undang-undang atau peraturan perpajakan. 

2. Kata-kata dalam undang-undang atau peraturan hendaknya tidak bermakna 

gandn, da lam arti kata~kata dalam undang-undang a tau peraturan tidak 

mcnimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. 
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2.3 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi hudgmair dan fungsi regu/erend 

Namun, pembedaan int tidaklab dikotomis. Dalam banyak hal, kedua fungsl pajak 

ini digunakan secara berSamaan. 1·1 

1. Fungsi Budgetair 

Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk menglsi kas negara (ro taise 

government '.s revenue). Fungsi ini discbut fungsi utama karena fungsi inilah 

yang secara historis pertama kali timbuL 15 Kegiatan pemungutan pajak oleh 

pemerintah terhadap pcnduduknya dilakukan untuk memperolch dana bagl 

keper(uan penyclenggaraan pc:merintah. Fungsi ini juga disebut fungsi 

penerimaan (revenue function), 

2. Fungsi Regulenmd 

Pajak digunakan pcmerintah sebagai instmment kebijakan untuk mencapai 

tujuan~tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 

Menurut Sumyar fungsi regulerend adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu 

keadaan dalam masyarakal di bidang sosial, ekonomi. maupun politik sesuai 

dengan kebijaksanaan pemerintah, 16 

Pajak, seperti bea masuk (cus10m duliesltarifj), digunakan untuk mendorong 

atau melindungi (memproteksi) produksi datam negeri khususnya tethadap 

industri-industrl yang dirtilai strategis oleh pcmerintah, 

2.4 Sistcm Perpajak.ao 

Pungutan pnjak yang dilnkukan kepada masyarakat merupakan pungutan 

bersifat memaksa. Supaya pemungutan pajak tersebut dapat bcrjalan dengan baik, 

maka harus disusun dalam suatu sistem perpajakan. Suatu slstem perpajakan 

bukan hanya dapat menarik pajak dari masyarakat namun juga dapat mendeteksi 

wajib pajak yang gagai membayar pajaknya. 

~~ J{{)sdiana Haula. Turi;g:m Rasin. l'erpqjalmtr Tevri dan Apiikati, Jakartu, PT. Rajagrufindo 
Pt:rsada, 2005, haL39. 

~~ N\1m1antu Saf;!. Ptmgantar Pe•'pqioknn; edisi 1, Jakartu, Kelompok Yuyas;:m Obor Indonesia. 
2003. haL :m. 

1
" Sumyar, SIL, M Hum .. Dasar·dasnr Hukum Pajak dan Perpajolaln, Yogyakarta, Universitas 

Atma Jaya Yog>·akarta, 2004, haL 39. 
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Menurut Mansury sistem perpa.jakan terdiri dad tiga unsur pokok yang 

meliputi: 17 

1. Kebijakan perpajakan {fat policy). 

2. Undang~Undang perpa:jakan (tax laws). 

3. Adminlstrosi perpajakan (lax administration). 

ketiga unsur tersebut saling berkalt dan saling menunjang satu sama lain. 

Kebijakan perpajakan merupakan suatu pilihan darl berbagaf alternatif pemajakan 

yang ada, dilakukan dalam rangka pemungutan pajak. Keputusan untuk meml!ih 

suatu kebijakan pcrpajakan tidak terlepas darl asas asas pemungutan pajak yang 

baik, 

Kebijakan pcrpajakan yang diambil dirumuskan dalam suatu peraturan 

perundang undangan atau ketentuan lainnya. Undang undang perpajakan adalah 

manifes.tasi dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Supaya kebijakan yang 

telah dirumuskan dalam bentuk undang undang dapat dilaksanakan, maka kedua 

unsur tersebut harus dilengkapi dcngan administrasi perpajakan. Dari uraian 

tersebut dapat dilihat hubungan ketiga unsur saling berkait satu sama lain. 

2.4.1 Kebijakan Perpajakan 

Menurut Mansury kebijakan pcrpajakan adalab kebijakan yang 

berhubungan dengan pcnenluan subyek yang akan dJkenakan pajak, ob)'ek yang 

akan dij.adikan dasar pengenaan pajak, tata cara menghitung besamya pajak yang 

harus dibayar dan tata cara pembayaran pajak yang terhutang. 18 

Sedangkan menurut Salamun AT kebljakan pcrpajakan rnerupakan 

pemi!ihan unsur-unsur tertentu dari berbagai altematif yang didasarkan atas 

sasaran yang ingin dicapai, pemHihan unsur~unsur tcrsebut berkenaan subyek 

pajak, obyek pajak, tarif pajak dan prosedur pajak. 1 ~ 

Pllihan kebljakan yang menyangkut subyek pajak adalah menyangkut 

s:iapa yang akan dikenakan pajak dan siapa yang akan dikecua!ikan dar! 

pengenaan pajak. Bcgiru pula dengan penentuan obyek pajak, yaitu suatu pilihan 

-----··-
11 Mansury, R .. Pajak l'cnghasilm: Lalfjufatr. Jakarta ; ln Hil h· C(}, J 996, haL !&. 
u Mansury, IC, Kehijn!um Fiskal, Jakarta, YP4, 1999, hal. 1. 
!$ Salamun AT., Pajak Citra dan l!paya Pembolmrummyn, Edisi Revis!, Jakarta, PT lUna Rena 

Pariwara., 1991, hal. 42. 
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kebijakan tcntang apa yang akan dikenakan pajak dan apa yang akan dikecualikan 

dari pengenaan pajak. Sedangkan tax policy option menyangkut tarif pajak adalah 

tarif progresif, regresifatau tarifyang bersifat flat yang akan dipillh. 

Uns.ur terakhir dari lax policy option adalah pilihan administmsi 

perpajakan. PiHhan kebijakan dari sisi administrasi antara lain, penentuan wajib 

pajak yang wajib dan wajib pajak yang tidak wajib memasukkan Surat 

Pemberitahuan {SPT), tanggal pe!aporan, cara pemungutan pajak dengan 

withholding tax: atau membayar sendiri, sistem yang akan diterapkan sistem self 

assessment atau official assessment. 

Berdasarkan pengertian pajak. dijelaskan bahwa lerdapat unsur 

pemungutan pajak. Sebagaimana dlketahui bahwa pemungutan pajak tersebut 

dilakukan oleh negara kepada masyarakat Pada dasarnya sistem pemungutan 

pajak yang dapat digunakan yaitu: 

1. Pajak dHctapkan Pemerlntah (Official Assesmenl System) 

Mcrupakan slstem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang tcrutang. 

Ciri dari sistem in! : 

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada f!Skus. 

Wajib pajak bersitD.t pasif. 

Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Pajak dltc:ntukan oleh Fiskus dan Wajih Pajak {Semi Self Assecml(mf System) 

Merupakan sistem pemungutan pajak, yang kewemmgan untuk menentukan 

besarnya pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak berada pada 

dua pihak yaitu wajib pajak dan fiskus. !'ada awal tahun wajfb pajak harus 

sudah menentukan besarnya pajak yang akan dibayar atau terutang dalam 

tahun berja!an dan wajib pajak menyetor pajak yang mcrupakan angsuran. 

Selanjutnyn, pa:da akhir tahun besarnya pajak terutang yang sesungguhnya 

baru ditetapkan oieh fiskus. 

3. Pajak dilentukan sendiri (Full Self Assesment System) 

Merupakan sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknyn menentukan 

sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang undang 

pajak. Dalam tata cara ini kegiatan pcmungutan pajak dilctakkan pada 
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aktlvitas masyarakal sendiri, dimana wajib pajak dlberi kepercayaan untuk 

menghilung, memperhitungkan, membayar dan rnelaporkan sendiri jumlah 

pajak yang terutang.1° 

4. Pajak dipungut pihak ketiga (WUhholding System) 

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewcnang kepada pihak 

ketiga untuk memotong atau memungut bcsarnya pajak yang terutang o!eh 

wajib pajak. Dalam sistem ini, pengenaan pajaknya dllakukan secara langsung 

pada saat suatu transaksi terjadi. 

Sistem ini rnembantu pemerintah dalam : 

pemungutan pajak bagi wajib pajak yang belum tahu atau be[um mengerti 

pajak. 

ketetapan waktu pembayaran oleh wajib pajak. 

peningkatan kepatuhan oleh wajib pajak.21 

2.4.2 Undang-Undang Perpajakan 

Pifihan kebijakan perpajakan (tax policy option} yang tclah dipilih 

dituangkan dalam peraturan formal. Peraturan fonnal tersebut dirumuskan dalam 

bentuk undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya. 

Menurut Victor Thuronyi drafting undang-undang pajak yang baik harus 

memenuhi kritcrln: 

1. Mudnh dipahami (understandability) maksudnya dalarn merumuskan undang

undang harus mudah dlpahami dan dilaksanakan. 

2. Pcngorganisa:sian {organization) baik dari sisi undang··Undang pajak itu 

sendiri maupun koordina:sinya dengan undang- undang pajak lainnya. 

3. Keefektifan (effictiveness) berkaitan dengan kemampuan undang~undang 

untuk mencapai apa yang ditetapkan dalarn kebijakan perpajakan. 

4. Utuh/terintegrasi (integration) berarti keselarasan undang-undang pajak. 

dengan sistcm hukum dan cara a!au gaya pcnyusunan undang-undang dari 

negara ynng bersangkutan. 

kriteria tcrsebut saling berhubungan erat satu sama lain. 

:o Marsyahrul Tony, Pengallfar Perpajakt:m, Jakarta, Grasindo, 2005, hal. 9. 
H Munawir S. Perpaja!am, Pencrbit Liberty, Yogyakarta, 1990, haL 43-44. 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Penerapan..., Justriaman, FEB UI, 2009



20 

Prlnsip yang tidak kalah penting dalam menyusun atau merumuskan 

undang-undang pajak adalah keterpaduannya dengan undang-undang fain dalam 

sistem hukum suatu negara, Hubungan undang-undang pajak dengan ketentuan 

undang-undang tainnya harus diperhatikan, misalnya dengan hukum dagang. 

Beberapa undang~undanag diluar pajak kadang-kadang berpengaruh pada 

kesuksesan undang-undang pajak itu sendiri~ misalnya aturan tentang pembatasan 

kerahasian bank, aturan yang mengbaruskan pendaftaran perusahaan dan 

sebagainya. 

2.4..3 Administrasi Perpaj:akan 

Administrasi pcrpajakan mempunyai peran yang penting untuk menunjang 

keherhasilan suatu kebijakan perpajak.an yang telah diambiL Kebljakan 

perpajakan yang sccara formal dirumuskan dalam undang~undang dan pcraturan

peraluran lainnya perlu didukung olch admiolstrasi perpajakan yang baik. 

Mcnurut Mansury administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur 

dala.m sistem perpajakan dan mempunyai tiga pengertian yakni: 22 

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

untuk menyelenggarakao pungutan pajak. 

2. Orang-orang yang terdirf dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi 

perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungu!an pajak. 

3. Kegiatan pcnyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi a tau badan yang 

di!atalaksanakao sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telal1 

digariskan dalam kebijakan perpajakan berdasarkan sarana hukum yang 

dlientukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisicn. 

Kctiga penger!ian tersebut menurut Mansury sebagaimana dikutip oleh 

Safri Nunnantu mcrupakan rincian dar! tax adminislration yang secara berurut 

disebut the imffitution (lembaga), the Person who work there (para pegawai), dan 

I he procedute (prosedur perpajakan). :n 

~~~~················-

~~ R. Mansury, Pandurm Konsep Urama Pajak Penghasilan h!donesio, jilid !, Jakarta, PT Bina 
Rena Pariwara, !994. hal. 43-44. 

H Nunmmtu Safrl, op cit. hal. 106. 
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Suatu administrasi perpajakan yang efektif tidak hanya menentukan 

tingkat kepal.ubao sukare1a wajib pajak, namun juga mungkin menja:di faktor 

perHing untuk sukscsnya kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan olch suatu 

negara. Menurut Mansury untuk terselenggaranya suatu administrasi perpajakan 

yang balk harus memcnuhi dasar-dasar sebagai berikut: 24 

I. Kcjelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang~undang yang 

memudahkan bag! admjnistrasi dan memberl kejelasan bagi wajib pajak. 

2_ Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan 

dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk 

dipahami maupun kesederhanaan untuk di!aksanakan oieh aparat dan 

pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak. 

3. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan 

kemudahan tercapalnya efisiensi dan efektlvitas administrasi perpajakan, 

semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan. 

4. Administrasi perpajakan yang efisjen dan efektif pcrlu disusun dengan 

mcmpcrhatikan pengaturan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan 

informasi tentang subyek pajak dan obyek pajak. 

Mcnurut Sophar Lumhantoruan:H yang dimaksud dcng:m administrasi 

perpajnkan (rax administration) adalah cara-carn dan prosedur pengenaan dan 

pemungutan pajuk olch instansi yang berwenang untuk melakukannya. Dengan 

demikian, sislem administrasi pcrpajakan berdasarkan UU Pcrpajakan meliputi : 

I. ldentlfikasi dan registrasi WP. 

2. Penghitungan pajak yang terhutang (assesnment). 

3. Pcmungutan pajak (collection). 

4. Penegakan hukum (knv enforcemen!), 

5. Pencatatan dan pemeriksaan (checking and accounting). 

6. Pelaporan (reporting). 

N R Mamury, op ci( hal44-4:S. 
:u Sophar Lumlxmtoruon, Ensiklopedia Perpajakan indonesia. Jakarta. Erlangga. 1996 
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Carlos A. Silvani rnenyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bHa 

mnmpu menga1asi:26 

1. Wajib pajak yang tidal<: terdaftar. 

Dengan administrasi perpajakan yang efektif akan mampu mendeteksl dan 

mcnindak masyarakat yang tefah memenubi ketentuan scba,gai wajib pajak 

tapi belum terdafiar. 

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Administrasi perpajakan yang efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib 

pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak 

3. Penyelundup pajak (tax evaders). 

Penyelundup pajak (tax. evaders) yaitu wajib pajak yang melaporknn pajak 

lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang 

undangan yang terdeleksi dengan dukungan bank data wajib pajak dan scluruh 

aktivilas usahanya. 

4. Penunggak pajak (delinquent tax payers). 

Upaya pencairan lunggakan pajak dilakukan melalui tindakan penagihan 

secara intensif. 

Pada dasarnya sasaran sistem administrasi perpajakan adalah 

meningkatkan kcpatuhan tatpayers dalam pemenuhan kewajiban perp;ljakan dan 

pelaksaoaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak 

dan fiskus dalam menilat suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan 

maksirnar dengan biaya optimal. 

Toshiyuki menyatakan bahwa umuk mencapai hal tcrsebut disyaratkan 

beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu ncgara an tara Iain:27 

I. Dafam rangka mengamankan penerimaan negara, 

2. Bcrdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Transparan. 

4. Kepastian hukum. 

Dapat menccgah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil alas 

ketidnkjujuran dan peianggaran serta penyimpangan, 

16 Silvoni, Carlos and Baer, Katherine, a 1'a:r Adminisrra#mt RefW'm S/IWif!JD'. Experience O!l{i 
Guidelina.t, IMF Working Paper, March 1997 
n Silvaoi, Carlos and Bucr, Katherine., 1997 op.cit, p.SS 
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5. Menlngkatkan kepatuhan pembayar pajak. 

2,5 Kepatuhan Pajak 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti 

tunduk atau patuft pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kepatuhan 

perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, patuh serta melaksanakan ketentuan 

peratulan perundang undangan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah 

wajlb pajak yang taat dalam memenuhi dan me!aksanakan kewajiban pcrpajakan 

scsual dengan ketentuan peraturan perundang~undangan. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mcnuntut partisipasi aktif dari 

masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajian perpajakannya. hal inl 

dikarenakan sistem yang dianut Indonesia ada!ah self assessment sehingga wajib 

pajak yang menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya 

sendiri. 

Terdapat dua macam kepatuhan pajak, yaitu: 

I. Kepatuhan formaf : 

wajib pajak memenuh( kepatuhan formal berdasarkan peraturao perundang 

undangan perpajakan. 

2. Kepatuhan material : 

lebih luas daripada kepatuhan formal, karena kepatuhan material juga meliputl 

kepatuhan formal. Misalnya, ketentuan batas penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah 

meJaporkan SPT Tahunan sebelum tangga[ 31 Maret maka wajib pajak telah 

rnemenuhl ketentuan formal, namun ketentuan material belum tentu terpcnuhi 

karena wajib pajak harus mengisi SPT tersebut dengan jujur, benar dan 

lengkap sesuai dengan kctcntuan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan 

Pajak sebclum batas waklu bcrakhir. Apabila melewati batas waktu tersebut 

maka akan dlkenakan sanksi administrnst. 
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Kepatuhan Wajib Pajak dlkemukakan oleh Nom1an D. Nowak scbagal 

suatu iklim kcpatuhan dan kesadaran pemenuban kewajiban perpajakan yang 

lercermin dalam situasi: zs 

L Wajib pajak pabam atau berusaba untuk memahami semua ketemuan 

peraturan perpajakan. 

2. Mcngisi fommlir pajak dengan lengkap dan jelas. 

3. Mengbitungjumlah pajak yang terhutang dengan benar. 

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Otto sebagaimana dikutip olch Nasucha {2004:48), indikator kepatuhan 

wajib pajak dilunjukkan oleh tren : 29 

I. pendaftn.rao (registration). 

Registrasi ditunjukkan oleh banyaknya individu yang mendaftarkan diri 

scbagai wajib pajak dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang ada. 

2. pelaporan (filing). 

3. keakuratan laporan (correct reporting). 

Keakuratan laporan rnenggambarkan kebenaran dari setiap Japoran wajib 

pajak )'ang dapat dibandingkan dengan kegiatan jenis usaha tertentu dan 

efektivitas tarif pajak,Yang dibayar berdasarkan penghasilan yang diterima. 

4. pembayaran (payment). 

Pembayarao menggambarkan tren dari penyeloran pajak yang tepat waktu. 

prcsisi dengan dengan dasar pajaknya dan penyetoran per jenis wajib pajak. 

Menurut Chalzi Nasucha (2004:86), keparuhan wajib pajak dapat 

diidentifikasi dari : 

I. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirl. 

2. Kepatuhan unluk menyetorl<an kembali surat pemberitahuan. 

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 

4. Kepatuhan dalam pcmbayaran tunggakan. 

111 Sony Devano. Sili Kurnia Rnhayu, f'erpajakan, Kcnsi!p, Teori d(ln !sit Jak.aria, Kcncana 
Prcnada [\·fedia Croup, 2006, hnl 110.111. 

j
9 Nrumchu. Chaizi.op.cit, hal. 68 
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Prinsipnya kepatuhan perpajakon adalah tindnkan wajib pajak dalam 

meme:nuhi kewajiban pcrpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang bedaku di suatu negara. Kepatuhan yang 

mendasar dari pemenuhan kewajiban pclaporan dan pembayaran oleh wajib pajak 

merupakan satan satu tanda efektifnya adminlstrasi pajak 

2.6 Penerapan Administrasi Perpajakan Modern 

Pcngertian modern berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adalah sikap dan 

cara berpikir serra cara bertindak sesuai dengan tuntulan zaman, Dalam rangka 

penerapan sistem adminlstrasi perpajakan modem maka dimulai dengan bebempa 

langkah dcngan melakukan reformasi perpajakan, salah satunya ada!ah rcfonuasi 

administrasi perpajakan. Menurut Gunadi, pembaharuan perpajakan pada 

umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran seperti : JO 

l. Menghasilkan penerimaan da!am jumlah cukup, stabil, fleksibcl dan 

berkelanjutan. 

2. Mengurangi bcban inefisiensi dan excess burden dari perpajakan atau 

meningkatkon efisiensi ekonomi (optimalisasi alokasi sumber daya dan 

mcndukung pertumbuhan ekonomi), 

3. Memperingan beban kelompok kurang mampu dan mendesain struktur pajak 

menjadi !ebih adil, balk secara horizontal maupun vertikaL 

4T Memperkuat administrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya administrasi 

pcrp.\jakan dan kepatuhan. 

Menurut Machfud {1996:105), tujuan rcformasi administrasi perpajakan 

nasional adalah: Jl 

l. Meningkatkan pcnerimaan sektor perpajakan untuk mernenuhi kcbutuhan 

sektor publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

2. Mengurangi biaya pcmungutan {cos! of collection) dan ketidakefisienan da!am 

pelaksanaan pemungutan pajak, 

3. Memberikan aspek keadilan bagi wajib pajak. 

H Gunadi, Op,cit, h:J.I. 4. 
11 Sidik, .Machfud dan Suwondo, K!!ltangan Dar:ttth, Jakarta, Penerbit K.urnia UT, 19%. 
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4, Simplikasi, penycdcrhanaan, kemudahan da!am rangka peningkatan kepatuhan 

memenuhi kewajiban perpajakan. 

5. Pencapaian target penerimaan secara kuantitatif 

Proses modemisasi melalui reformasi administrasi perpajakan jangka 

menengah (3-5 tahun) berusaha mencapai:n 

t. Tingkat kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. 

2. Tingkat kepercayaan terhaclap administrasi perpajakan yang tinggi. 

3. Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi 

Menurut Boediono sebagaimana dikutip oleh Sony Devane (2006:126), 

pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau Iembaga 

lain yang tidak tennasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba 

(profit). Pemberian pelayanan publik o!eh. aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebagai pelanggan adalah merupakan perwujudan dan fungsi aparatur sebagai abdi 

masyarakat dan abdi negara. Ruang lingkup pelayanan publik yang diberikan 

aparatur pemerintah meliputi : rneiayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa 

serta peran serta masyarakat dalam pembangunan, 

Bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan publik hams mengandung 

sendi-sendl kesederhanaan, kcjclasan dan Kepastian, keamanan/kepastian hukum, 

keterbukaan, efisiensi, ekonomis. keadilan, dan ketepatan waktu. 

Pelayanan jasa publik yang prima adalah pelayanan jasa yang dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenubi standar 

pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriterla-kriteria yang digunakan 

scbagai dasar pcnentuan pe!ayanan publik yang prima : 

I. Pelayanan yang memiliki ketcrjangkauan yang tinggi. 

2. Pelayanan yang memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. 

3. Pelayanan yang memberikan kesopanan sesuai dengan nilai yang berlaku. 

4. Pelayanan yang mcmbcrikan kenyamanan kepada pelanggan. 

5. Pelayanan yang mcnunjukan profesional yang andal. 

6. Pelayanan yang memiliki kredibiltas kepada pelanggan. 

7. Pelayanan yang memilikl garansi yang tinggi. 

8. Pelayanan yang mcmiliki tingkat efektivilas dan efisiensi yang tinggi. 

u Sony Devano, Sit[ Kurnia Rahayll. Op.cil, hal .87. 
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9. Pelayanun yang mcmi!iki fleksibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 

10. Pclayanan yang dilaksanakan dengan jujur dan adil. 

ll. Pelayanan yang memiliki Hngkat keamanan yang tinggi. 

12. Pelayanan yang memberikan jaminan keamanan yang diperlukan. 

13. Pelayanan yang memiliki kemarnpuan merespon secara tepat dan cepat. 

Mengenal pemberian peiayanan. beberapa ahli memberikan 

pendapatnya:33 

l. Harjosumitro menyatakan bahwa: 

Keberhasilan DJP dalam menghimpun penerimaan negara sangat ditentukan 

oleh tingkal kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, mutu dan kecepatan 

layanan aparatur pajak. 

2. Marie Muhammad menyatakan bahwa: 

Setiap pegawai DJP barus tanggap terbadap segala permasaiahan yang timbul 

dalam masyarakat yang berkaitan dengan masa!ah perpajakan, sehingga 

masyarakat wajib pajak merasa puas dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

Keberhasilan DJP dalam mengemban salah satu tugasnya yaitu 

pemungutan pajak antara lain ditentukan oleh kualitas !ayanan yang diberikan 

oleh aparatur perpajakan keparla wajib pajak. 

ll Sony Devano. Siti Kurnia Rahasu. Op.cit2006, hai.H9 
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l\1ETODE PENELITIAN 

3.1 Objek Dan Tempat Peneutian 

Datam penelitian ini yang menjadi objek yang dileliti adalah hnplementasi 

sistern administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern 

disini difokuskan pada sistern administrasinya k:hususnya untuk kepatuhan 

pe!aporan masa dan tahunan serta pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Pemilihan KPP Pratama Jakarta Sa\\'ah Besar Dua sebagai tempat 

penelitian adalah !<arena merupa.kan salah satu dari KPP Pratama atau Small 

Taxpayers Office (STO) yang lebih dahulu melaksanakan sistem administrasi 

perpajakan modern yaitu sejak tanggal 30 Juni 2005 berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor : 254/KMK.OI/2004 jo Nomor : 167/KMK.Ol/2005. 

Penerapan Keputusan Memeri Keuangan tersebut dituangkan dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor : 93/PJ/2005 tentang Penerapan Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Pelayauan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor WHayah 

Direktorat Jenderai Pajak I yang meliputi KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua 

lermasuk 14 KPP P_ratarna lainnya. Keputusan tersebut diberlakukan mulai 

tanggal 30 Juni 2005. Selain itu, di kantor ini terdaftar Wajib Pajak (WP) Badan 

yang memiliki kegiatan usaha terutama irnportir dan perdagangan eceran spare 

part dan perdagangan lainnya. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terutarna 

merupakan pedagang eceran baik spare part maupun pakaian dan aksesorisnya. 

Sedangkan untuk Bendaharawan, diantaranya adalah bendaharawa.n

bendaharawan yang ada dl bawah Departemen Keuangan, Departemen Agama, 

Menkoperekonomian, Kementerian BUMN, serta Badan Pusat Statistik (BPS). 

3.2 Pendekatan PeneliHan 

Pendekatan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekat;m kualitatif. 

Metode kualltatif digunakan untuk mendapatkan data yang menda.fam, suatu data 

yang mengandung makna.31 Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti 

yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Olch karena itu dalam 

31 Sugiyono Prof, Mema!tami l'ellelitimt Kualilalif, CV Alfabela J3andung, 2007, haL 3. 
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penelitian kualitatif tidak menekankan pada generali.sasl, tetapi lcbih menekankan 

pada makna. 

Metodc kualitatif tidak menolak angka dan menggunakan teknik statistik 

untuk penyajian data dan analisis. Statistik disini tidak digunakan untuk menguji 

hipotesis, sehingga tidak terdapat kata signifikan.32 Penentuan nara somber dalam 

penelitian kualitalif tidak didasarkan perhitungan statistik, karena nara somber 

yang dlpilih untuk mendapatkan informasi semaksimal mungkin, bukan untuk 

digcneral isasikan.33 

Pendekatan kualitatif dalam penulis-an inl dipilih karena penulis ingin 

memahaml makna diba!ik data yang tampak. Data disini berupa data yang 

bersumber dari Sislem lnformasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (SIP DJP) 

dan data dari Sistem lnfonnasj Dircktorat Jenderal Pajak (SlDJP) yang merupakan 

data bcrupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, meliputi pembayaran dan 

pelaporan butanan maupun tahunan serta hasil wawancara tak terstruktur dan 

mendalam dengan wajib pajak serta pejabat dl KPP Pratama Jakarta Sawah Bcsar 

Dua. 

Data-data pclaporan Surat Pemberitahuan (SPT) maupun penyetoran dari 

waj ib pajak sebelum maupun setelah pelaksanaan sistem adro.inistrasi pcrpajakan 

modern digunukan untuk melihat gambaran kepatuhan wajib pajak, sehingga 

dapat diketahui garnbaran implementasi adrninistrasi perpajakan modern dan 

kepatuhan \Vajih pajuk di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawall Besar 

Dua 

3.3 Metodc Dan Telrnik Pcngumpulan Data 

Untuk mcmperoleh data dan informasi yang dibulUhkan, digunakan teknik 

dan a[at pengumpulan data dengan wawancam mendalam (in depth interview) 

yaitu dalam pelaksanaan wawancara dengan nara sumber atau responden, penulis 

akan memberikan pcrtanyaan~pertanyaan yang tclah disusun dalam bentuk 

pedoman wawancara untuk menuntun proses wawancara agar lebih fokus tetapi 

tidak bersifar mengikat untuk selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk 

transkrip. Da!am pelaksanaan wawant::ara, dilakukan pem11ihan nara sumber 

n ibid, hal. 4. 
u ibid, hul. 54. 
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dengan tcknik proportionate slratf/ied random sampling, yaitu pemiHhan nara 

sumber dari anggota populasi secara acak dan berslrata secara proporsional agar 

sctiap kelompok wajib pajak dapal terwakili. Sampling ini digunakan karena 

anggota populasinya heterogen (tidak sejenis) dimana berdasarkan ketentuan 

perpajakan yang berlaku wajib pajak digolongkan menjadi wajib pajak Badan, 

Orang Pribadi, dan Bendahara\van. Oleh karena itu, supaya hasil wawancara dapat 

mewakili wajib pajak yang berada di KPP Prarama Jakarta Sawah Besar Dua, 

maka djgunakan1ah proporrlanalc slratifled random sampling. 

Adapun rumus pcngambilan nara sumber menggunakan rumus dari Taro 

Yamane yang dikutip oleh Rakfunat ( 1998:82) adalah sebagai berikut: 34 

dimana: 

n 

N 

d 

n (N)I((N'd2)+l) 

= jumlah sampel responden 

= jumlah populasi (dalam hal ini wajib pajak) 

= presfsl yang diharapkan (dalam bal ini 10%) 

Pertimbangan penentuan presisi sebesar 10% adalah karena denganjumlah 

tersebut Re!iponden sudah cukup lerwakili dan juga karena pertimbangan jangka 

waktu pene!ilian. 

Jumiah populasi nara sumber terdiri dari wajib pajak Badan, Orang 

Pribadi, dan Beudaharawan. Pemilihan nara sumber \Vajib pajak badan, orang 

prlbadi, dan bcndaharawan adalah berdasarkan: 

1. Jumfah wajib pajak yang efcktif saja dan bukan yang terdaHar, hal ini karena 

tidak semua wajtb pajak yang tedaftar tersebut cfCktif; 

2. Skala prioritas dengan mernberikan perhatian lebih kepada wajib pajak 

pembayar bcsnr; 

3. Untuk \VP Badan dan Orang Pribadi memiliki kewajiban pajak penghasi!an 

(PPh) pasal 25129, PPh pasal 21, dan pajak pertambahan nilai (PPN). 

Sedangkan uotuk WP Bcndnharawan memiliki kewajiban perpajakan untuk 

PPh pasal2l dan pajak pertambahan nilai (PPN) 

14 Riduwan, Mr:t(J(/e dan Teknik Mcny1rsun Tesis, B;w.dung, Pcnerbit Af(lbela, 2007, hal. 65, 
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Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh jumlah nara sumber 

(responden} yang berasal darf wajib pajak sebagai bcrikut: 

n = (8.813) I (( 8.813 X 0,1 2
) +I) 

n =99 

kemudian di!akukan pemi!ihan nara sumber dengan teknik proportionate 

sJratified random sampling dan diperoleh data sebagai bcrikut: 

Sumber: SIDJP KPP Pralama Jakarta Sa-..vllh Besar Dua per Juni 2008 

Bcrdasarkan data tabcl 3.1 di alas, maka diperoleh jumlah Respooden 

(nara sumber) yang berasal dari wajib pajak yang akan diwawancarai scbanyak 99 

wajib pajnk. Namun demikian, karena jumlah Responden dari wajib pajak 

Bendabarawan yang hanya berjurnlah satu (l) Responden dirasa kurang cukup 

maka jumlah Responden dad wajib pajak Bendaharawan ditambah lima (5) 

Responden schingga komposisi jurnlah responden berub<.h. Hal ini bisa di lihnt di 

tabe! berikut ini: 

Tabe13.2 Jumlah Rcsponden Setclab Perubahnn 

No WP Terdaftar Efektif % efektif n N1 
1 Badan 4,738 3,240 36.76 37 37 
2 Oran Pribadi 8,843 5,518 62.61 62 62 
3 Bendahara 361 55 0.$2 1 6 

Jum!ah 13.942 8,813 100.00 99 105 

Kctenmgan: n ""Jumlah Responden Nl ""'Jumlah Responden setelah perubahan 

Menurut Umar, wawancam merupakan saJah satu teknik pengumpu!an 

data.J5 Pe!aksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang 

diwawancarai, tctapi dapat juga secara tidak Iangsung seperti memberikan daflar 

pertanyaan untuk dijawab pada kesernpatan lain. lnstrumen dapat berupa pedoman 

wawancara maupun check-fist. Menurut lrawan, metode (penelitian) wawancara 

H Umar Hu~in. SE, MM, MBA, Metode Pem:filion :wmk Skripsi dan Tesis Hisnis, Jaka11a. P'f 
Raja GrafinJo Persada, 2004, bat 51. 
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adalah metode pcnelitian yang dalanya dikumpulkan melalui wawancara dengan 

responden_lr• 

Sccara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu:)7 

l, Pedoman wawancara tidak terstruktur. 

Pedoman wawancara yang hanya memuat gads besar yang akan ditanyakan. 

Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, hahkan hasil 

wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tcrgantung dari 

pewawancara. Pcwawancaralah scbagai pengemudi jawaban responden. 

2. Pedoman wawancara tcrstrukfur, 

Pedoman wawancara yang disusun sccara terperinci sehingga merupakan 

check-list. Pcwawam:ara tingga! membubuhkan tanda v (check) pada nomor 

yang sesuai, 

Maksud mengadakan wawr.mcara menurut Lincoln dan Guba seperti 

dikutip oleh Moleong, antara lain : mengkonstruksi mengenai orang. kejadian, 

otganisasi, pcrasaan, motivasi, tuntman, kepedulian. dan lain~lain kebulatan, 

merckonstruksi kcbuiatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, 

memproycksikan kebulatan-kebulatan sehagai yang dHulrapkan untuk dialami 

pada masa yang :tkan datang, memverifikasi. mengubah, dan mcmperluas 

informasi yang diperoleh dari orang fain, dan memverlfikasi, mengubah dan 

memperluas konstruksi yang dlkcmbangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota. Sasaran isi dari pertanyaan atau keterangan yang diinginkan berbagai 

jenis dan sifatnya dan sukar dikeiompokkan dalam jenis-jenis umum. 3 ~ 

Menurut Sclltiz scperti dikutip oleh Nazir mencoba mengelompokkan si 

dari ketcrangan yang ingin diperoleh dengan cara wawancara sebagai berikut; 39 

I. Sasaran lsi untuk memperoieh atau memastikan suatu fakta. 

2. lsi yang mempunyai sas:aran memastikan kepercayaan tentang keadaan fukta. 

3. lsi yang mempunyai sasaran untuk rnemastikan perasaan. 

4. h;i yang mcmpunyai sasaran untuk menentukan suatu standar kegiatan. 

J
6 Prasctya lra•~"o.in, Op.Cft., lui!. 64. 

11 Arikunto Suharsimi, l'rof.. DR, Proscdur l'e11elilian Suntu Pemfekatan Prck1d, Jakarta, PT 
Rineka Cipt;L 2002, haL 202. 

JS Lexi J. Moleuog. Op. CiL hal. 186, 
w Moh. Nazir, Ph.D, MetOOc Pe11elilian, Jakarta, Peoerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal. 1%· 197. 
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5. lsi yang mcmpunyai sasaran untuk mengetahui perilaku sckarang atau pcrilalw 

dahulu. 

6. lsi yang mcmpunyai sasaran untuk mengetahui alasan-alasan. 

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan sccara tak terstruktur 

melalui cara bcrikut: 

L Menanyakan secara langsung kepada wajib pajak pada waktu dilakukan 

kegiatan rutin penulis sebagai Account Representatives yaitu pada waktu 

kunjungan ke WP atau pada saat memanggil WP untuk meminta penjelasan. 

2. Berkonsultasi dengan Kepala Kantor pada waktu di lakukan evaluasi kinerja 

pegawai atas pendampingan kcpada wajtb pajak yang selama ini merupakan 

!).aglan pekerjaan dari penulis. 

3. Berkonsultasi kepada Kepala Seksl pada waktu review pekerjaan yang seiama 

ini telah di lakukan dl KPP Pratama Jakarta Sawah Besar DuiL 

Selain wawancara dan dokumentasj, teknik pengumpulan data juga 

menggunakan triangulasi/gabungan. Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dart berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang tefah ada. 

3.4 Jcnis Dntn 

Jenis data dalam pcnclitian ini ada dua, yaitu data primer dan data 

sekundcr. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang 

sedang dite!iti yang sumber datauya dari wawancara kepada wajib pajak. Dalam 

penelitian ini dilnkukan wawancara tak berstruktur, karena deogan wawancara tak 

berstruktur diharapkan akan diketahui jawaban sebenarnya dari wajib pajak 

mengcnal sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhnn dari wajib 

pajak. 

Data sckunder adalah data yang menunjang pembahasan data primer yang 

sumber datanya dari pelaporan dan penyetoran wajib pajak mclalui Sistem 

lnfonnasi Perpajakan Direktorat Jcnderal Pajak (SIP DJP) dan data dari Sistem 

InfomHlsi Direktorat Jcnderal Pajak (SIDJP) KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 

Dua. 
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3.5 Tcknik AnaJisis Data 

Mcnurut Nasution, sepcrti dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa 

'"Melakukan anallsis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. 

Anal isis memcr!ukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggL Tidak 

ada cara teflcnlu yang dapat diikuti untuk mengadakan ana!isis sebingga setiap 

peneliti harus mcncarl sendiri mctodc yang dirasakan cocok dengan sifut 

penelitiannya. Bahan yang sama bisa dlkfasifikasikan lain oleh peneliti yang 

bcrbeda". 40 Untuk iru teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and 

Huberman (1984).~ 1 

},.files dan Huberman mcngemukakan bahwa analisis data kuaiitatif 

dilakukan secara interaktif dan secara terus menerus. Aktivltas dalam ana!isis data 

y.titu data reduction. daw display dan conclusion drrovinglverification. 

Sehmjutnya model interaktif (interaclive model) dalam analisis datanya adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 3.1 

Komponen dalam analisls data (interacliw: made!) 

Data 
coffection Data 

reduction 

Condusions : 
drawing/ven'fylng 

/ 
Data 

display 

Da!am penclitian ini, wawancara tak tcrstruktur yang di[akukan kepada 

wajib pajak di!nkukan secara beruhmg-ulang untuk mendapatkan jawaban yang 

sebenarnya dari wajib pajak mengenai implementasi perubahan sistem 

admlnistrasi perpajakan bagi mereka, sejauh mana perubahan administrasi 

perpajakan tersebut mcmberikan kemudahan sehingga mendorong mereka untuk 

~ 0 Sugiyono Prof, Op. cit. hal. 88. 
41 Sugiyono, Jb(d, hal. 9L 
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memenuhi kcwaj lban-kewajiban perp3;jakannya sesuai peraturan pcrundang

undangnn. Data hasH wawancara dengan para wajib pajak dihimpun dan diambil 

kesimpulan sementara untuk kemudian dilakukan cross cheque dengan data 

sekunder yang rliperoleh. Kemudian dilakukan wawancara kembali kepada wajib 

pajak yang hasi! wawancarnnya kurang sesuai dengan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang sudah mereka lakukan, untuk mengetahui apakah hasil 

wawancaranya telah tepat. 

Data sekunder yang diperoleh dari SIP DJP dan SIDJP KPP Pratama 

Jakarta Sa wah Besar Dua diklas.itikasikan berdasarkan jenis pajak dan jenls 'vajib 

pajaknya, setelah dianalisls data dilihat kemball dan terdapat reduksi atas data 

karena adanya informasi-informasi tambahan yang ditemukan dalam peneiitian. 

3.6 Pengujian Krcdibititas Data 

Menurut Pro( Sugiyono, setelah data diperoleh maka pcrJu dilakukan 

pengujian krcdlbilitas data. Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitlao ini 

maka akan dilakukan pengujian dengan cara :42 

l. Perpanjangan pengamatan. 

Perpanjangan pengamata.n dilakukan oleh penulis karena data yang diperoleh 

dirasakan masih kurang, pengamatnn mengeoai impiementasi perubahan 

administrasi modern di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sudah 

dilakukan oleh penulis sejak KPP Pratama Jakarta Sa>vah Bc.sar Dua berdiri. 

2. Meningkalkan ketekunan. 

Pcngujlan kredibilitas dengan menlngkatkan ketekunan Jni dilakukan dengan 

mengecck kembali data yang sudah diperofeh. 

3. Triangulasi. 

Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknis, triangulasi sumber data. 

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek hal yang sama dengan tek.nik 

yang berbeda, yaitu wawancara, observasi Japangan dan penelitian data 

sckunder. Tdangulasi sumber data dilukukan dengan cara mcnanyakan hal 

yang sama kcpada sumber yang berbeda, dalam hal ini ditanyakan kcpada 

'1 Sugiyooo Prof, Memahami Penelitiau Kua/itatif, CV Alfabcta Bandung, 2001. hal. 121 dan 
201. 
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wajib pajak yang menjadi tanggung jawah pencliti dan tanggung jawab 

petugas lain di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. 

4. Diskusi dcngan leman dan atasan. 

Dilakukan dengnn mendiskusikan hasil yang bersifat sementara kepada ternan 

ataupun atasan di kampus dan ternan di kantor sehingga diperoleh banyak 

masukan dan saran. 

5. Anal isis kasus negatif. 

Analisis kasus negarif diJakukan dengan mencari data yang berbeda dengan 

yang lainnya. Analisis ini diperlukan untuk mengkaji ulang apakah hasil 

negatif tersebut memnng yang sesungguhnya terjadi ataukah kcsalahan dalam 

menganalisis data yang kemudian dikonfirmasi ulang kepada wajib pajak 

6. Member Check (pengecekan anggota). 

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pembcri data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh scsuni dengan apa yang diber[ka.n. Member check dilakukan dengan 

mcndiskusikan hasil penelitinn kepada wajib pajak dan nara sumber. Masukan 

dari wajlb pajak dan nara sumber dijadikan sebagai masukan untuk 

pcngecekan uiang. 

dengan penelitian ini maka akan dapat diketahui apakah dengan diter,;.pkannya 

adminlsltasi perpajakan modern pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua 

dapa.t meningkatkan kcpatuhan Wajib Pajak. 
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DAB IV 

GAMBA RAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA 

SA WAH BESAR DUA SEBELUM DAN SETELAH DITERAPKANNYA 

MODERNISASI 

4.1 Wilayah Kcrja KPP Pratama Jakarta Sawab Besar Dua 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang beraJamat di 

Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 25 ABC Jakarta Pusat. memilild wilayah kerja 

yang meliputi Kclurahan Pasar Baru) Kelurahan Kartini, dan Kelurahan Karang 

Anyar di kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat Jenis pajak yang ditangani adalah 

Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, PBB, serta Pajak Lainnya. 

Di kantor ini terdaftar Wajib Pajak Baclan, Orang Pribadi, dan Bcndaharawan. 

Wajib pajak badan terutama importir dan perdngangan eceran spare part dan 

perdagangan la:innya. Wajib Pajak Orang Pribadi terutama pedagang eceran. 

Sedangkan untuk Bendaharawan yang terdaftar ak--tif di KPP Pratama Jakarta sawah 

Besar Dua dlantaranya adalah bendaharawan-benduharawan yang ada di bawah 

Departemen Keuangan, Departcmcn Agama. MenkotJerekonomian, Kernenterian 

BUMN, serta Badan Pusat Statistik (BPS). 

4.2 Kantor Pcla.yanan Pajak P.-atama Jakarta Sawah Besar Sehelum 

Diterapkannya Modernisa.si 

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sebelumnya tergabung dalam KPP 

Sawab Besar. Dengan adanya modenlsasi pada bulan Juni 2005, KPP Sawah Besar 

dipecah menjadi dua kantor pelayanan yaitu (I) KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 

Satu dan (2) KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Sebelum diterapkannya sistem 

administrasi pcrpajakan modern, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak Untuk 

Kantor Pelayanan Pajak yang ada discluruh Indonesia berdasarkan jenis pajak, 

sehlngga terdapat Scksi PPh Badan, Seksi PPH Orang Pribadi, Seksi PPN, Seksi 

Pemotongan dan Pemungutan. Tugas pengawa.san dan konsultasi diberikan oleh 
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em pat scksi yaitu Seksi PPh orang pribadi, Seksi pcmot"mgan dan pemungutan, Seksi 

PPh badan dan Seksi PPN. 

Selain itu, pemantauan (controlling) pekerjaan dilakukan oleh atasan Iangsung 

pegawai pajak yang bcrsangkutan. sedangkan untuk bawahan harus mengawasi 

pekerjaannya secara manual tanpa bantuan kornputerisasi dengan sistem yang baik. 

4.3 Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar 

Dua 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawah Besar Dua yang selanjutnya disebut 

KPP Pratama Sawah Besar Dua dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor : 254/KMKOI/2004 jo Nomor : 167/KMK.Ol/2005. Penerapan Keputusan 

Menteri Keuangan tersebul dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor: 93/PJ/2005 tentang Penerapan Organlsasi dan Tata Kelja Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama di Liogkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak l selain 

Kantor PeJayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Keputusan tersebut 

diberlakukan muJai tanggal 30 Juni 2005. Sejak saat itulah dibentuk KPP Pratama 

Jakarta Sawah Besar Dua yang sudah menerapkan modernisasi. 

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sa wah Besar Dua meliputi sebagian dari 

wilayah Kccamalan Sa\\rah Bcsar yaitu terdiri atas 3 (tiga) kelurahan dari total 5 

Kelurahan yang ada di Kecamatan Sawah Besar yaitu Kelurahan Pasar Baru, 

Kelurahan Kartini dan Kclurahan Karanganyar. Luas wilayah KPP Pratama Jakarta 

Sawah Besar Dua adalah 296,85 Ha. Pusat kegiatan usaha adalah pertokoan dan 

perkantoran yang tersebar di JLKH.Samanhudi, JLPintu Air, JtKrekot Kelurahan 

Pasar Baru, JLLautze, JL Karanganyar Raya Ke1urahan Karanganyar, serta JI.Kartini 

Raya Kelurahan Kartini. 

Berikut ini adalah peta vv:ilayah kerja KPP Pratarna Jakarta Sawah Besar Dua: 
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Gambar 4.1 

PETA WILAYAH I<ERJA I<PP PRATAMA .JAI<ARTA SA WAH BESAR OUA 

4.3.1 Alasan Pcmbcntukan KPP Pratama Jakarta Sawab Besar Dua 

Pembentukan KPP Pratama Sawah Besar Dua merupakan bagian dari 

perubahan sistem administrasi perpajakan rnelalui proses rcorganisasi Direktorat 

Jenderal Pajak. Perubahan slruktur organisasi di KPP Pratama Sawah Besar Dua 

sesuai dengan perubahan sistem administrasi perpajakan yaitu adanya sistcm 

adrninistrasi perpajakan modern. KPP Pratama merupakan hasil peleburan dari tiga 
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jenis kantor yaitu Kantor Pclayanan Jlajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan (KP PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), 

Peleburan ini dapat menlngkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Wajib 

Pajak. Haf ini karena masyarakat yang membutuhkan pelayanan semua jenis pajak 

(Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) serta 

pemeriksaan pajak cukup datang kc satu kantor. Konsep one stop service tersebutlah 

yang meiatar bclakangi peleburan tiga unit kantor pajak tersebut sehingga wajib pajak 

dapat lebih mudah dan efisien dalam menyelcsaikan urusan perpajakan. 

Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern maka 

berdampak langsung pada pola pelayarum yang diberikan kepada wajib pajak Secara 

garis besar, si.s.tem administrasi pcrpajakan yang dilakukan DJP mempunyai tujuan 

spesifik yaitu tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang dnggi, tercapainya 

kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, serta produktifitas aparat pajak yang 

tingi. Namun demikian,. yang menjadi tujuan utama adalah kepatuhan perpajakan 

yang tinggi. 1 

Perubaharr karakteristik sistem admlnistrasi perpajakan antara sebelurn dan 

setelah penerapan sislem administrasi perpajakan modern : 

1. Struktur organisasi dirancang berdasarkan fungsi, bukan jenis pajak, 

2. Adanya Account Representatives (AR) yang bertanggungjawab untuk 

meiayani dan mengawasi kepatuhan wajib pajak atau sebagai tempat 

konsu1tasi bagi WP yang memerlukan penjelasan 

3. Adanya pcmantauan proses administrasi perpajakan (worlqlow system) dan 

sistcm adtninisrrasi kasus (case management system). 

4. Pcnggabungan pclayanan terpadu antara kantor pe)ayanan pajak (.KPP) 

dengan kantor pclayanan pajak bumi dan bangunan (PBB) 

5. Adanya pencrapan informasi dan teknologi (IT) yang lebih baik untuk 

mcmudahkan \Vajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, 

misatnya penerapan online payment. e-SPT, e~filing dane-reg 

t Tax in Brief, Ibid, haL 53. 
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Salah satu ciri pelayanan pada KPP yang menerapkan sistem administrasi 

perpajakan modern adalah adanya jabatan baru yaitu AR. Jabatan AR merupakan 

salah satu pcrubahan yang sangat mendasar pada KPP dengan penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern. Dalam struktur organisasi, AR berada ditmwah Seksi 

Pengawasan dan K.onsultasL Satu orangAR menangani beberapa wajib pajak. 

Latar belakang dibentuknya AR adalab : 

1. Sebagai liaison officer deugan wajib pajak. 

2, Membangun hubungan yang lebih terbuka antara wajib pajak dan petugas pajak, 

sehingga meningkatkan kekerabatan sehingga wajib pajak lebih percaya kepada 

kanlor pajak, Diharapkan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

hal penyetoran maupun pelaporan yang nantinya dalam jangka panjang 

meningkatkan penerimaan pajak. 

AR mempunyai tanggungjawab memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang 

diajukan wajib pajak dan juga wajib memberikan informasi mengenai seluruh hak 

dan kewajtban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. 

Agar harapan tersebut dapat diwujudkan maka Tim Modernisasl Administrasi 

Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak telah menentuk.'an beberapa ciri-ciri pelayanan 

pada Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan 

modern yaitu : 

L Penyederhanaan struktur organisasi, dari berdasarkan jenis pajak menjadi 

berdasarkan fungsinya. 

2. Penerapan teknulogi tcrkini untuk memudahkan wajib pajak, meliputi : 

Online papment yaitu pembayaran secara online selama 24 jam dan bisa 

menggunakan ATM. 

e~SPT yaitu penyampain SPT melalui media elektronik (disket, CD, USB). 

efitling yailu penyampaian SPT secara on line via internet 

e-reg;stration yailu sistem pendaftaran wajib pajak secara online via 

internet 

Situs resmi pajak yaitu L~~wwpai(rkgo.id 
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complctint center untuk mcnampung keluf.an wajib pajak atas pelayanan 

yang dibcrikan oleh para karyawan. 

- help desk pada Tempal Pelayanan Terpadu (TPT). 

Tersedianya knowledge base (kumpuian peraturan perpajakan yang 

komprehensif dan diorganisir dalam file komputer sehingga mudah 

dlakses oleh wajlb pajak, beserta penjeJasan singkat dengan flow chart 

system). 

3. Pengembangan basis data dan pelayanan terpadu anta.ra Jems Pajak 

Pcnghasilan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi : 

Smarr map, merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Geografls 

(SlG) yang memuat informasi terkait dengan Nomor Objek Pajak (NOP). 

SISM!OP (Sistem adminislrasi lnformasi Objek Pajak). 

4. Adanya AR untuk mas.ing-mas.ing wajib pajak sehingga terjalin kornllllikasi 

yang lebih intensif dan terbuka dengan wajib pajak karena didukung berbagai 

sarana komunikasl (email, web site, pertemuan rutin, kunjungan 

pembinaanlvisil wajib pajak dll). 

5, Penyelcsalan proses keberatan dilaksanakan di Kantor Wilayah untuk semua 

jenis pajak. 

4.3.2 Struktur Orgnnisasi 

Gambar4.2 

Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama 

SUBAG SfX:Sl 

UMUM PEUGOLA. 

"'" DATA 

"'" INF0$1MA 

KANTOR PELAYANAN PAJAK 
PRAIA~ 

'-----'--r·----' 

SEKS! SEKSI SEKSl SEKSI 

PtLAV PCNAGl PEMERI EKSTEN 

ANAN IL>\N KSAAN SIF!KAS! 

SEK.\1 KlltOMl'O 
N:NGAWA KJARATAN 

"'"'"' KONSL"LT 
fUNGSION 

A\1 AC 
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Tugas dan Fungsi masing mas:ing bagian 

I. Sub Bagian Umum 

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan 

rumab tangga. 

2. Seksi Pengolahan Data dan lnformasi 

rnempunyai tugas melakukan pengumpu!an, pencarian dan pengolahan data, 

penyajian infonnasi perpajakan, perekaman dokumen pcrpajakan, urusan tata 

usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan 

Bea Pero!ehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis 

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP 

dan SlG PBB, serta penyiapan laporan kinerja. 

3. Seksi Pelayanan 

mempunyai tugas melakukan pcnetapan dan penerbitan produk hukum 

perpajakan, pengadmlnislrasian dokumen dall herkas perpajakan, penerimaan 

dan pcngolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan 

keJjasama perpajakan. 

4. Seksi Pcnagihan 

mempunyai tugas me!akukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan 

dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang 

pajak, serta penyimpunan dokumen~dokumen penagihan. 

5, Seksi Pemcriksaan 

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan 

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

mempunyai tugas melakukan pcngamatan potensi perpajakan. pendataan 

objek dan subjek pajak, pe11Uaian objek pajak dalam rangka ekstensffikasi. 
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7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi !, 1!, HI dan IV 

masing~masing mempunyai togas melakukan pengawasan kepatuhan 

kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbinganlhimbauan kepada wajib pajak 

dan konsulrasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis 

kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalarn rangka 

melakuka.n intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasii banding. 

8. Kelornpok Jabatan Fungsional 

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsiona! 

masing-masing bcrdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4.3.3 Pclayanan llrima 

Dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modem yang didukung 

oleh sarona dan penerapan Kode Etik pegawai DJP yang akan mengikat pegawai DJP 

dalam mc1aksanukan tugas pokok dan fungsinya maka pelayanan yang diberikan oleh 

kantor pajak kepada wajib pajak juga bertambah baik. Hal ini ditempuh oleh DJP 

sebagai upaya unluk mencapai good governance. 

Pernbc:rian pelayanan yang cepat, tepat dan tanggap maka diharapkan akan

menambah kepuasan waj[b pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan mereka dengan tepat ¥.-raktu. Apablla WP hendak meiaporkan 

pajaknya, cukup datang ke TPT (Tempat Pclayanan Terpadu) yang ada difronl office, 

dengan dukungan help desk sebagai sumber lnfonnasl. Apabila membutuhkan 

pelayanan lanjutan yang lebih teknis maka adaAR yang secara khusus bertugas untuk 

meJayani set!ap WP. 
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BABY 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

5.1 Pembabasan Hasi1 Kuesioner 

Untuk melihat secara umum tanggapan dari wajib pajak tentang 

pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern di KPP Jakarta Sawah Besar 

Dua maka dilakukan pcnyebaran kucsioner tcrbadap nara sumber (responen) dari 

wajib pajak yang dipilih langs~mg berdasarkan jumlah sampel yang lelah 

ditentukan, 

5.1.1 Hasil Kuesioncr Terhadap Wajib Pajak yang Dipilih Langsung 

Kuesioner dibagikan kcpada wajib pajak yang telah ditentukan 

berdasarkan teknik pencntuan sam pel dcngan menggunakan teknik proporrionate 

stratified random sampling, yaitu pemilihan nara somber {responden) dari anggota 

populasi sccara acak dan berstrata secara proporsionai agar sctiap kelompok wajib 

pajak dapat terwa!dli dimana berdasarkan teknik tcrsebut dipilih 99 wajib pajak 

yang mcnjadi responden (lihat Tabel 3.1). Namun dcmikian karena berdasarkan 

Tabel }, I jumlah respooden untuk wajib pajak Bend~harawan hanya bcrjumlah I 

wajib pajak maka jumlah responden untuk Bendaharawan ditambah menjadi 6 

wajib pajak Bcndaharawan sehingga jumlah respondcn seluruhnya menjadi l05 

wajib pajak. Hal ini bisa di lihat dari tabcl5. l berikut ini: 

Tabcl 5.1 Jumlnh Responden Setelah Perubahan 

No WP Terdaftar Efektif % efektif n N1 
1 Badan 4,738 3,240 36.76 37 37 
2 Oran Pribadi 8,843 5,518 62.61 62 62 
3 eendahara 361 55 0.62 1 6 

Jumlah 13,942 6,613 100.00 99 105 

Keterangan~ rt ""Jumlah Rcsponden, N I "'Jumlall Responden selelah perubahan 

Berdasarkafl pcmbagian kuesioner yang dtlakukan terhadap wajib pajak, 

diperoleh data sebngai bcrikut: 
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Tabel5.2 Hasil Kuesioner Terhadap Wajib Paj.1k yang Dipilih Lang:mng 
--- -. ------- ---- -~~~-- - I i Nifai Kepuasan 

t 1 2 3 • 5 -Komponen -No Wajib Pajak ----------------- N ' X 
Mock!rnisasi ' Buruk Baik I 

Se-kali Buruk Cukup Baik Sekall 

Baden 4 24 9 37 4"14 
-

Orang Pribadi - ' 

~ 
1 Perobahan ' 5 47 10 

I slruktur 
--I organisasi Bendaharawan 2 4 - ·······---

I Total 
f>l 

----
-

-----
' 

Badan 2 20 15 37 

2 Account Orang Pfibadi 2 45 15 02 
Represcn~ 

~---- aendaharawan 0 6 6 
Total i 105-

-
Online Badao 15: 16 : 6 37 
Payment, c-3 SPT, ... Orarn Pribad1 ' 25 37 62 
flUng, <Heg Bendaharawan : 2 4 6 

Total 105 

Tempat Bad an 31 6 1-R 
pa1ayanan ·····················t·· 

4 lerpadu Orang Pribadi 3 53 6 62 -----------------------------
' Bendaharawan ' 2 4 6 \..............----· ----

Total I 105 
' -Keterangan. (!). N- Total Respondcn, 

(2), X= Penghitungan tertimbang ni!ai kepuasan, cara pcnghittmgan 
X"" 0:: (Nilai kepuasan) x (Jurnlah Responden)) I Total Respondcn 

Tabcl5.3 Tabcl Pcrhitungan Nilai lndeks Kepuasan Tcrhadap wajib Pajak 

y.ang Dipilih Langsung 

I 
Wajib Pajak ---Orang 

No ............. ~Somponen Modernfsasi Badan Pr!badi Bendaharawan 

' 
1--1 .. Perybahan struktur organisasi ' 82.70 81.61 73.33 

' 

2 Account Representative 87.03 ~ 84.19 80.00 
Online payment, e-$PT, e...filing, e. 

75.14 i 3 reg ..... 71.94 73.33 

4 TemP1!JJ.P.!ll.~~Y31nan terpadu ............. ~i?::~~--!---~~0.97 '73.33 
- --Ketcrangan: (I). Pertntungan Nda1 lndcks Kepua~an ~ ((X 1 J)x lOO 
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Tabe15.4 Tabcl Pcnilaian Berdasarkan Nilai lndeks 
· -·No·-;---Nii~I lndeks ~ --- ····--p~e-ni~la~ia_n ______ .. 

t-~1 _ 0 ~ 20 ==---,~B~uruk {cs,e'Ck,:";a"'l00i:':~~~~--j4 
2 21-40 ~B~uru~k----·---

~·- 3 41 60 ---t"'C"'uk;'u"'-p-------1 
4 61-80 Baik 
5 81 ·· 100 Bai:.Ck"Se""'k-,al"i ---·-

··---"'---_LO_>_~'-----'-"'"~""'-----.J 

Dari data tabel 5.2 dao [abel 5.3 secara umum dapat dilihat bahwa dari 

em pat komponen modernisasi, hanya penerapan JT berupa online paymenl, ewSP1; 

e-filing, dan e-reg diberikan nllai yang lebih rendah oleh wajib pajak Badan, 

Orang Pribadi, dan Bendaharawan yaitu dengan nifai lndeks. 71,94 sampai 75,!4. 

Sedangkan komponen modernisasi la!rmya yailu perubahan struktur orgaoisa<ti, 

Account Representative, dan tempat pelayanan terpadu memili!d nilai indeks 

diatas SO atau baik sekali. 

Umuk menguji apakah koefisicn regresi yang didapat signifikan (berbcda 

nyata) atau suatu nilai koetisien regresi yang secara statls.tik tidak sama dengan 

not atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk 

menyatakan varlabel bebas mcmpunyai pengaruh terhadap variabel terikat muka 

dilakukan Uji«F dengan Tabel A NOVA (Analysis of Variance) dimana hasilnya 

adalah sebagai berikut: 

Tabcl5.5 ANOVA 

SOurce of ~-~ Df MS I F Variation P-vafue Fcn't 

Modemisasi I 159.34 3~ .. 9,33 0.01 4.76 

Wajib Pajak 102.37 2 ' 51.19 8.99 0.02 S.14 
Error 34.17 6 5.70 ! . . 

~······ 

295.S8 II I __j Total 
.~. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai P-\'(due untuk modernlsasi 

sebesar 0,01 yang berarti secant Statistik, terbukti bahwa antar komponcn 

Modemisasi mempunyai indeks kepuasan yang berbeda secara statitistik, karena 

nilai P~Value lebih kcdl dnri 0,05, Kemudian nilai P-vafue untuk Wojlb pajak 

sebesar 0,02 yang secara Statistik, terbukti bahwa antar jenis Wajlb Pajak 

mempunyai indeks kcpuasan yang bcrbeda secara statitistik, karena nilai ?-Value 
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lebih kecil dari 0,05. Jadi intinya secant sta.tistik, antara komponen modcm1sasi 

dan antar WP betbeda secara statistik. 

Berdasarkan tabel :.'L2 dan tabel 5.J, maka untuk mengctahui tanggapan 

dari wajib pa.jak secara langsung tlilakuk<J.n!ah wawancara langsung dcngan 

metode wawancam rakterstruktur, 

5.2 Pembabasao Hasit Wawancara 

Berikut ini akan dibahas basH wa\\'lmcara takEe(struknu· atas penerapan 

slstem administrasi pcrpnjaknn modern di KPP Pratama Jakarta Sawalt Besar Dun 

5.2.1 Perubahan struktur organisasi 

Struktur organisasi Direktorat Jcndcral Pajak sebelum penerapan 

perubahan sistem administrasi pajak masih bcrdasarkanjenis pajak. lni bisa dllihat 

dengan adanya Seksi PPh Badan, Seksi PPh Orang Pribadi, Scksl PPN, Seksi 

PemoLOngan dan Pemungutan. Selelah perubahan sistem administrasi perpajakan, 

struktur organisasi Oirektomt Jcndcral pajak dibuat berdasarkan fungsi. schlngga 

menjadi Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pemcriksaan, 

Seksi Pengolahan Data dan fnformasi, Seksi Pcnagihan, dan Seksi Ekstensifikasi. 

Tugas pengawasan dan konsultasi hanya dibcrikan oleh Seksi Pengawa:san dan 

Konsultasi, yang sebelumnya diberlkan oleh empat seks! yaitu Seksi PPh badan, 

Seksi PPh or.mg pribadi, Seks1 pcmotongnn dan pemungu!an, dan Seksi PPN. 

Dengan adanya perampingan struktur organisasi yang dilakukan olch 

Direktorat Jenderal Pajak dlharapkan kegiatan pelayanan mulai darl pembinaan, 

pengawasan, pemberian konsultasi, dan pemenuhan hak (mlsalnya permintaan 

smat keLerangan bebas fiskal, pengajuan pengurangan PBB, dan lain-lain) 

tcr!mdap wajib pajak !cbih terara.h dan optimal, Hal tni juga berdampak pelayanan 

terhadap v.:ajib pajak lebib efektif dan dan walct.u yang dipergunakan olch wajib 

pajak umuk masalah perpajakannya fcbih singka.L 

Bcrdasarkan hasil wawancara dcngan wajib pajak Badan, Orang Pribadi, 

dan Bendaharawan tentang pcrubahan struktur organisasi yang terjadi di 

Direktorat Jcnderal Pajak, seluruhnya mcnyarakan kepuasan. Hal ini karena pad a 

soat wajib pajak mempunyal permasalahun yang berkaitan dengan kewajiban 
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perpajak~n di saat slruktur organisasi masih berdasarkan jenis pajak yaitu Seksi 

PPh Badan, Seksi PPN, Seksi PPh Orang Pribadi, dan Seksi Pemotongan dan 

Pemungutan maka mereka harus menghubungl pcLugas pajak yang mengurusi 

jenis pajak mcreka (misalnya wajib pajak Bad.an yang mempunyal kcwajiban PPh 

psi 25, PrN, pcmotongan dan pemungutan) ke masing-masing seksi. lni tentunya 

mengaldbatkan banyak waktu yang terbuang yang dialami o!eh wajib pajak. 

Berbeda dengan struktur organisasl yang sekarang dimana struktllr 

organisasi berdasarkan fungsi, dimana Seksi PPh Badan, Seksi PPN, Seksi PPh 

Orang Pribadi, dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan digabung menjadl satu 

seksi yang disebut dcngan Seksi Pengawasan dan Konsultasi y.mg di dalamnnya 

terdapat beberapa orang petugas yang disebut Account Representative (AR). maka 

apabila wajlb pajak mengalaml permasalahan perpajakan mereka cukup datang ke 

sa1u scksi saja dan sudab ada satu orang yang disebut dengan istilah AR yang 

bertaoggungjawab kepada rnasing-masing wajib pajalc Oengan s:tcuktur yang baru 

ini maka \vajib pajak tidak perJu bertemu dcngan banyak petugas pajak, cukup 

dengan satu petugas pajak saja. Struktur organisasl di KPP Pratama Jakarta Sawah 

Besar Dua yang lebih sederhana sangat membantu wajlb pajak sehingga memberi 

kemudahan bagi wajib pajak. 

5.2.2 Account Represemativcs (AR) 

Accoum Representatives (AR) merupakan pelugas yang dibcnluk khusus 

dan banya ada di kantor pajak yang sudab menerapkan sistem admlnistrasi pajak 

modern. Salah sntu alasan dibentuknya AR adalah untuk membantu dan 

mengawasi seluruh kewajibart perpajakan dari masing-maslng wajib pajak. AR 

diberi kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, 

bimbingan, konsul!asf, dan monitoring secara langsung kepada wajib pajak, 

Dengan adanya AR dibarnpkan wajlb pajak akan bersikap lebih terbuka terhadap 

petugas pajak. Apubila wajib pajak bersedia untuk terbuka ams laporan perpajakan 

dan mclaporkannya dcngan benar scsuai ketentuan perpajakan yang berlaku maka 

diharapkan dalam jangka panjang akan meningkatkan pencrimnan pajak. 
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Tugas dan tsnggongjawab AR di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dun 

adalah: 

(l ). melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

(2). memberikan birnbingan/himbauan kepadu Wajib Pajak dan konsultasi teknis 

perpajakan; 

(3). Menytlsunan Profit Wajlb Pajak; 

{4). Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi~ 

(5). Melakukan cvaluas! hasH banding berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

{6). Meningkalkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak. 

Dengao tugas dan tanggung jawabnya, AR dapat melakukan monitoring 

kepatuhan wajib pajak secara lebih intensif terutama dengan memanfaatkan pmlil 

WP yang dibuat oleh AR sendirl. Konsulta.si dan bimbingan yang dapal diberikau 

AR kcpada wajib pajak diantaranya adalah perubahan peraturan perpajakan yang 

berkaitan dcngan kewajlban perpajakan wajib pajak, interpretasi dan pencgasan 

atas suatu pcn:uuran, bimbingan dalam pengisian SPt (surat pemberitahuan) baik 

masa dan tatuman, pcrubahan data ldentltas wajib pajak apabila ada pcrubahan, 

serta lainnya. 

Berdasarkan basil wawancara tcrutama umuk wajib pajak yang memitiki 

kewajiban seka1igus berupa kewajiban PPh Pasal 25, PPN, dan pemotongan dan 

pemungutan merasa sangat diuntungkan dengan adanya AR karena apabila 

terdapat kesu!itan mcngcnn.i masa!ah perpajakan maka mereka dapat berkonsultasi 

kepada AR untuk seluruh jents pajaknya. Sclain itu, Wajib Pajak juga tidak perlu 

menggunakan jasa konsultan pajak, 

5.2.3 Penerapan Informas:i Tckm.'ilogi yang lebih baik 

Kecanggihan teknologi infomu1si yang dltawarkan oleh perubahan sistem 

administrasi pcrpajakan deogan menggunakan online payment. e-SPT, e~NPWP. 

e-ReR. e-Filling, lernyata kurang begilu bcrmanfuat bagi wajib pajak karenn \Vajib 

pajak masih senang dengan kondisi sebelum kantor pajak dimodcrnisasi dimana 

masih sebagian besar dilakukan secara manual, misalnya melaporkan SPt masa 

PPN dengan mcngetik jumlah faktur pajak pembelian dan penjualan sehinggn 
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banyak mcnghablskan kertas padahal saat ini bisa menggunakan data elektronik 

{e"SP7), kcmud1an membayar pajak unluk Buml dan Bangunan (PBB) lebih 

senang di bank yang ditunjuk padahal bisa membayar pajak melalui ATM (online 

paymenl) dcngan a!asan bahwa Ianda bukti pembayaran yang kurang meyakinkan 

kalau melaui ATM. Selain itu Onlirte payment belum bisa digunakan untuk 

semua jenis pajak, hanya bisa dlgunakan untuk pembayarnn Pajak Bumi dan 

Bangunan saja. 

Perubahan sistem administrasi perpajakan yang sudah empat (4) tahun 

temyata hasil akhirnya masih kurang maksimal dan masih harus tcrus di 

sempurnakan. Dalam rangka memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk 

mernpcrmudah melakukan penyetoran, pcrlu dilakukan terobosan untuk menjalin 

koordinasi yang lcbih kondusif antanl DJP dengan bank pefsepsi dan kamor pos 

persepsi yang sudah ditunjuk oleh pemerinta.h (DJP) sehinga batas waktu (jam 

penyetoran setlap harinya selama ini dari jam 08.00-jam l 0.00} untuk 

pembayaran pajak diperpanjang. 

e~SPT yang ditawarkan oleh DJP berdasark.an basil wawancara kur.nng 

memberikan manfaat bag[ wajib pajak karena mengharuskan wajib pajak umuk 

tctap melaporbn pajaknya ke kantor pajak dengan membawa fonnu!ir-formulir 

pajakny.1 secara lengkap. Sclain itu, pelaporan dengan menggunakan e-SPT 

seringkali mcngalami kegagalan. Pendaftaran NPWP deng-Ml menggunakan e

NPYlf' maupun e-Reg masih mengharuskan wajlb pajak untuk datang ke kantor 

pajak unluk memenuhi kelengkapan pcndafiaran dan mendapatkan kartu NP\VP, 

sehingga betum sepenuhoya penerapan teknologl lersebut membcri kemudahan 

bagi wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak ketika mendaftarkan did untuk 

memohon kartu NPWP leblh mernilih untuk datang iangsung ke kantor pajak yang 

meliputi wi!ayah tempat tingga!nya. Selain itu, pendafiaran NPWP dcngan 

menggunakan e-NPftP baru bisa digunnkan untuk wajib pajak orang pribadi saja, 

untuk wajib pajak yang lainnya (badan, bendaharawan) belum bisa dilakukan 

secara 011 line. 
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5.2.4 Tempat Pelaynnan Terpadu 

Pc!eburao Kantor Pelayanan Pajak Bum! dan Bangunan (KP.PBB) dan 

Kantor Pemeriksaao dan Penagihan Pajak (Karikpa) ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) mcngfwuskan dilakukannya penggabungan atas data Pajak Bumi dan 

Bangunan dan data pajak penghasilan ofch Seksi Pengolahan Data dan lnformasi. 

Penggabungan lni dimaksudkan untuk memberikan pelayanan salu atap kepada 

wajib pajak sehinga mereka dapat melakukan kewajiban atas PBB dan PPh di satu 

tempat saja. Berdasarkan basil wawancara, wajib pajak merasa sangat terbantu 

dengan penggabungan ini, karena mereka cukup bcrada di satu lempat untuk 

melakukan pcngurusan berbagai jenis pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan 

bangunan secara langsung. 

Perubahan organisasi di Direklorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan 

pefayanan antara lain adanya fasilitas pendukung Tempi!l Pelayanan Terpadu 

(TPT) atau Counter pelayanan di KPP Pratama. hal ini bisa dilihat dengan adanya: 

l . flelp de.<;k; 

2. Brosur dan !enflet perpajakan; 

3. Sistem amrian; 

4. Ruang konseling/closing 

5. LCD Proyektor berikut electric screen 

6" Bank Tempat Pembayaran Pajak 

Berdasarkan hasil wawancaru dengan wajib pajak tentang TPT, dengan 

ndanya pcrobahan sistem administrasi perpajakan maka wajib pajak merasa Jebih 

dimudahkan, apatagi dengan adanya Bank tcmpat pembayaran yaltu Bank OK! 

yang ada di dafam satu gedung dengan KPP pratama Jakarta Sawah Bcsar Dua 

yang secara otmatis menambab kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mclakukan 

pembayarnn dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Namun dcmikian kadang

kadang saat wajib pajak mcmenuhl kewajiban perpajakan dalam melaporkan 

pajaknya pada wak1u batas akhir pelaporan, sering terjadi komputer di TPT 

mengalami hamba!an (teru[ama te~jadi ojjline dengan kantor pusat). 
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5.3 Keluhan Wajib Pajak Terhadap Pencrapnn Administrasi Modern 

Dari keseluruhan hasil wawancara yang dilnkukan terhadap wajib pajak 

badan, orang pribadi, dan bendaharawan kendala yang dihadapi o!ch wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih ada. Unluk Wajib Pajak Badan 

terutama mengalami kesuli1an dengan pcmbuatan dan penyampaian Sural 

Pember!tahuan (SPT) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan menggunakan 

e-SPT yang wajib dilaporkan. Hal ini karena masih terdapat kclemahan dan 

kurang familiernya (tidak mudah untuk dimengerti) software yang ditawarkan 

sehingga wajlb pajak badan sering melakukan kesalahan da!am penglsian data 

pada soj?ware yang telah ditetapkan oleh kantor pajak. 

Untuk wajib pajak Bcndaharawan sering terlambat atau tldak melaporkan 

kewajiban perpajakannya karena mlnimny.u sumber daya manusia dan 

menganggap pe!aporan pajak ke Kantor pajak hanya menambah beban pekerjaan. 

jadi bukan karena sebab lainnya. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak terlalu 

mempermasaiahkan perubahan yang terjadi di KPP dengan penerapan sistem 

administrasi modem 

5.4 Rekapitufnsi Hasil Wawancan1 B_erdasarkan Konsep MUes & 

Huberman 

BenJasark:an hasil wawancara dcngan wajib pajak, dibuat penjelasan 

sebagai bcrikul: 

1. Data Cultecrion ~ dato display 

Mcrupakan pertanyaan yang diajukan kepada \vajib pajak sesuai dcngan 

lopik penulisan. 

2. Conclusion (untuk kesimpulan sementara) 

Merupakan hosil wawancara dengan wajib pajak. 

3. Data reduction 

Merupakan rcduksl atas hasil wawancara yang dikarennkao wajib pajak 

tidak mengetahut adnnya perubahan sistem admlnlslrasi perpaJakan. 

4, Data display 

Merupakan data yang mcnunjukkan wajib pajak yang mengetahul adanya 

pcrubahan ;;istcm udministrasi perpajakan. 
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5. Conclusion 

Merupakan kesimpulan da.ri ha-:il wawancara terhadap wajib pajak yang 

mengetabui adanya perubahan sistcm adminislrasi perpajakan. 

Berikut ini adalah rangkuman hasll wawancara tak(ersuuktur berda<>arkan 

konsep Miles & Hubennan 

Tabel5.6 Rckapitulasi analisis hasi1 wawancara berdasarkan konsep Miles 

dan Huberman 

~~D-nifi ~,-oc~.c,_,ccl-<ucn.--'on (unt'_'' -Dottl redttctin+n I Data display ICcmclulioJI (untuk 
cclln:tion keslmpulun kesimpulon akltir) 

"" tfata l'etwmtor) 
r/b, ffl' f-"'=+ "~-- ---

: Pcrubnhan 
i s.1ruktur 

organl>asi 
(p;rnmpin 
Jl'ffi) 

¥WP merasa sangat 1 
dinmdahkrtn k<~.rt:n:~ 

cukup bt:rtcmu 
dengan (s.::tlt,J) 
pclugns saja di Sek.~i 
Pcngawasan dan . 
Konsullasi i 
{perscmasc jawahan I 
hasll \I awancam 
scbcsar 100"/o). 

i 
' 

: WP yang bcnur-bcnur -WP mcrnso sangm 
mengcli.lhul a(!;.J.nya diuntungk<Ul k~1m ; 
pcrubah;w slrukwr cu\.:up bat.cmu di!Jigilf! 
orgunisa:;l sebagai I (sam) orang pelugas 
hagiun dari pcrubahan snja yang 
sistem ~ministmsf lx:rlanggungjawab 
!1'Cffl'1]akan dan :>at~gat tcrhadap Sl:lumh , 
m;:rasakan kctl"ajiban 
mm1farunya. perpajakurmya dan 

sttuldur organisasin}H 
lchih mmping. 

-WP m<:r&Sa Slruktur 
yang baru !ebih 
iietfcrfmml. Di dalam 
struk!Ur vrga."lisnsi 
sd:x::!um dilakukun 
pcrub;than. wr lmrus 
kc bebempa !:mglun 
untuk nv;:nanyalmn 
se,.;;uatu hal. te!api 
\kng.1n .\{tuk!Ur 
organisnsi yang hant 
(bcnkt~arl.an !i.mg_-;i 
pqjak) maka m~:rcka 

Lain-lain 

. 
···~ 

Sduruh 
R!!~f/<)fl~C 

n 
mcr.~lllh 
ui 
p::ruOOha 
n ~rrukl>Jr 
organlsas 
iyang 
l!::rjudi di 
Knrn,w 
Pclayana 
n Pa.lak 

cukup datang kt: sal\1 ' 

~r;:ksi -~ia. s.:hinw J" 
dwi scgi waktu k"hih 

j dektir dan dis len. j 
r--t---···--+- --+------t------+~···· 
: Ad!!nya ~ WP mcmsa saogat ! WP yang bcnar-benar -WP mera~a sangm l S¢hlfuh i 

[

IR diumungkllll karena ~ ml-ngctnhui adanya diunttmgkan kar<.:na i R~~?tmtl:: 1' 

hisa bcrkonillllasi : AR bisa OCrkonsuha.:;i : n 
langsung mengeTiai I !un.g.~ung mcngermi II mcng~l2i1 : 
mnsnlnh ~rp~juk:m >a:mt:a masuluh ui i 

tcrrnasuk ocrubahll.ll : m.Tp;.jalnn ~.l.l.halm j 
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' 

Pcocmpan 
Leknofog\ 
i nforrnasi 
{tmlf•rc~ 

paymer.t, 
t?.SPT. ,. 
NPWP. ,. 
Reg. ,. 
Filling) 

. . 
I 
' 

' pcrawran-pcraturan ! 
pajuk doo cukup : 
bcrkO!l!.lUllasi 
dcngao salu pclUt\IL~ ' 

saja yang mcogurusi 
St.'"tnUa Jenis 
pajakny\1. 
{perSt:flt!ISC jawabart ' 
lJasil wuwanCilli:l 

. s~:bcsar lOll%) 

~-Kurang mcmbcri 

I 
' 

manfuat kepai.la WP 
karcna online- 1 

payni('Jif hanya ~ 
unruk pcmbayaran ' 

;mja padahal ! PHB 
kc\vajiban mcrcka ; 
y<mg lebh ban yak 
adelah untuk 
l'lll!:n)'Ctorkao pajak 
peng)'la.;;iJan .. 
scdnng!m:n e--SPT. e· 
Nf'WP. e-Reg sefing: 
kurnng bt:rmanfaat ! 
efektir bag! WP< 
(pcrsenUlilc jawaban j 
hasi! wawam;aru 
sebesarW%) 

i 
- WP sangar letbaniU 'I 

dengan ad:mya e· 
SPT kurcna: 
rneringankim , 
peker-jaan m:::reka ' 
Jalam melaporkan 
kewajilr.tn 
pcrpajakannya. 
(persc:nm_<,e jawaban 
h<L'iil WllWatlt.'llra 

scbesar 35%) 

~WP Tidak i 
mcngclahui adanya I 
e-SPT, c-NPWP, e
reg, _e-m ling ! 
(perscnlasc JAWaban 1 

husil wawaocara I' 

i!Cbesar 5 %). 

I 
' 

- \VP Tidlli: 
lll<:flgi!L:thui 
adanya c-SP'l: 
c-NPWP. ,. 
reg, e:fllling 
{ptt:;cn!USC 
jawaban basil 
1\ID'>"tlf!cam 

schesar 5%). ' 
I 
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n l~>nl~tur I 
-WP mcngct;~hui orgno1.~ 

adanya pt:ruhahan- i y:mg 1 

pcrubahan paraturan lcrjadi di 
pcrpajakan sccaro Kootor 
ccplll {<da l~clayooa 

pembcri tahuan dari n 1'11jak 
AR), WI' juga merJ.Sa 
lcbih dipcrhruikan \llch 
pctogas pajak 

- WP y;mg mo.,geu.h.,; 1-Kumng membec; 

1 

&bany•k 
adanya e-SPT. C!- manfaat kcpada WP 5 
NPIVP. e.reg. ,_ kurcna onlifll:· , Responde 
filling d'" 
mcn~usulkan supaya 
sistcm lebih 
disempumakan I crus 
~~:hingga benar--henar 
bls;~ mcmbcrikllfi 
manfruu. 

payment hllllya untuk n tidak ~ 
pcmbayarnn P!lB ;mja mengclah 
pOOahal kewajiban ul adan>-a , 
merelru yMg kbh pcnernpa 
ha!'lyak adalah unluk " online-
mcnyetorkan pajak paym&/1. 
pcnghasilan .. e-SPT. t:· 

sc;Jangkan e-SN: ~ NPWP, e· 
NPWP, e-Reg kunmg • Reg, ,. 
bermanfaat bagi WP 
(60%). 

- WP sung<~! 1crbanlu ~ 
dengan adany.u 1>SPT I 
karcoa merlngunkan 
pckrtjaan mereka : 
dr:llam mclapork;J..'1 
k<:'<\'<Jjiban 
perpajakm;nya{35%). 

Fi!ling 

WP yang bt:tlllf-bemtr ·Sangat S.:luruh 
mcnge!ahui adanya mengumungkan bl1gi ,I ,R,espondc 

tempru pe!Hpornn p..wbayara._1, !cmpal mcug:!tah 
tcrnpal pt:mbayaran, I WP karcna lempa! 

·~--~_J_P~~ , ... tcmpal __ p~.-_i~lxmlll -~_PUB, .. ~an l""~i -~ 
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lcmpat p;:l<~pornn r 
JXljak penghasilan 
dan PPN bern:Ju di 
SIIIU lt."'TTJIIIt S1.flingga 
wr lld;~k terlalu 
banyak mcmbuang 

pclaparnH p;ljak 
pc:ri.ghnsilan dan I'PN 
bcrada dl satu lemput. 

56 

h.:mpal p:.:ht]Xlnm paj"'k 
pc»gh!lsi!un dan PPN 
bcn!da dl satu lcmpal 

pcruh;~llil 

n slruklur 
organf;a.~ 

i yang 
h:rjadi di 
KllillOr 

wakm {p;rscnta~e 
jawaOOn ha.-;il 
wuwancur.1 scbcsar 

L~----~l~Orn~v,~~··------~-----

, ,.".,.,.. I 
L nl''liuk 

__]_--·~- ··----'-

5.5 Pembahasan Hasil Kcpatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak 

Kepatuhan pcrpajakan dislni adalah kepatuhan formaL Yang dimaksud 

dengan kepatuhan t0rma1 adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kcwajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang

undang perpajakan. Kepaluhan formalterutama kewajiban pelaporan dengan tepat 

waktu dan kewajibao pembayaran dengan tepat waktu. Misalnya ketentuan 

tentang batas waklu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya 3 bulan 

sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya ada!ah tangga.l 31 Maret Jika 

Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret 

tersebut, maka dapal dikatakan, bahwa Wajib Pajak tersebut telah memcnuhi 

kepatuhan formal, Demikian juga untuk kewajiban yang lainnya 

Pembahasan kepatuhan waJih pajak berdasarkan data yang t:lipero!eh dari 

dala sistcnt informasi rlirektorat jenderal pajak (SIDJP). Dari data yang dlperolch 

dari SlDJP kemudian diteruskan dengan melakukan wawancara takterstruktur 

kepada wajib pajak (responden yang tclah ditentukan). Jumlah responden adalah 

scbanyak 105. Khusus tcrhadap wajib pajnk Bendaharawan yang tidak 

mcmpunyai kewajihan perp;Uakan dalam menyampaikan SPT tahunan PPh pasal 

25/29 akan dikeluarkan dari jumlah Responden. 

Berdasarkan data yang ada di sistem informasi dlrektorat jendcral paj<1k 

{SJDJP) maka diperoleh rangkuma.n atau ringkasan tlngkat kcpatuhan wajib pajak 

dalam me l.nporkan pajaknya berdasarkan jenis pajak untuk tahun pajak 1999 

sampai 2008 sebagaimana tabe! berikut inL 
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Ta:'Jcl 5.7 Rnngkuman Tingkat Kepatuban Wajib Pajak Dalam Pelaporan 

Pajak Berdasarkan Jenis Pajak (Dalam 0/o) Frahun ' Ps125129 Ps121 Psi~ Ps121 PPN 
' 

fi.i?k Tahunan Tahuoan Masa Masa Mnsa --- ---- ---

I, f.2\19 BHS 93.JJ 96.97 94.29 86.67 
' 

2 2000 91.92 92.38 94.95 94.29 85.71 
-~ 

' 
l 2001 89.90 94.29 95.96 9Q.48 85.71 . 

I 
' 4 2002 86.87 94.29 100.00 92.38 • 84.76 ' 

' 
' 

5 -20031 92.93 93.33 96.97 93.33 82.86 

92.38 95.96190.48. 79.05 6. 2004. 87.88 

7 2oosL 84.85 9333 80.95 ' 97.98 93.33 ... --
' 

8 ' 2006 91.92 93.33 98.99 93.33 84.76 ···-

' ' ' 2007 89.90 94.29 97.98 94.29 84.76 

tl: ·- . 

I • 
2008 96.97 92,38 83.81 I .. . . Sumb~r . SJDJP KPP PraLama Jakurta Sawah Bcsar Dua (setelah d1olah) 

Calatan : Umuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2008 baru disampaikan puda bulan Maret 

dan April 2009 sehing:ga datanya belurn ada 

Berdasarkan data rangkuman atau rlngkasan t\ngkat kcpatuhan waj'1b pajak 

di atas maka pembahasan dilanjutkan dengan melakukan wawancara tak 

terstruktur kepada wajib pajak (responden yang telah ditentukan). 

5.5.1 Kewujiban LaporSPT Tnhmum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal25!29 

Kewajiban Tnhunan PPh pasal 25 I 29 hanya berlaku bag! wajib pajak 

Badan dan Orang Pribndl (OP). Sedangkan untuk wajib pajak Bendahurawan tidak 

memiliki kewajibao PPh pasal25! 29 tahunan. Bcrikut ini adalah data pelapornn 

SPTTahunan PPh Pasal 25 i 29: 
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Tabel 5.8 Pelapomn SPT Tahunan PPh Pasa125/29 E Tepat W.ikiU (' 
~. ·-·--- ·total ··-repat Nt Terlarnbal ( 

TW ~~;u No Tahun . Badan OP Bdh~l Total Badan OP i--~dh Total &T 

1 1999 32 55 0 87 5 7 0 12 99 87.88 
' ' 2 2000 34 57 0 91 3 5 0 8 99 91.92 .... -

' 
3 2001 31 58 0 69 6 4 0 10 99 89.90 

~ 
I 

4 2002 30 56 0 66 7 6 0: 13 99 86.87 
> 
> 

33 0 92' 4 3 7 99 92.93 ot.. i-5 2003 59 ----
8;:~J ·~· • 

6 2004 32 55. 0 87 0 12 99 ------- . . 
7 2005 32 52 0 84 5 . 10 0 15 99 
. 848~ 

~:1 =~-
34 57 0 91 3 5 0 B 99 

::-:: ----· • ' 33 56 0: 89 4 6 0 10 99 ----.. ~ -!"'- ~-+'--.-· . 
' Sumbcr 

Kelerangan 

___ , ... 
. SJDJP KPP Pra!ama Jakarta Sawah Besar Dua (setelah dtolah) 
: *) Bdh = Bcndaharawun, Bendaharawan tidak ada kcwajiban SPT 
Tahunan PPh Pasa! 25/29 

Dari Tabel 5.8 dapat dilihat bahwa pelaporan SPT Tahunan untuk tahun 

pajak I 999 sampai 2007 sangat fluktuatif. Rata-rata Responden yang melaporkan 

SPT Tahunannya dengan tepat waktu (liatas 84% dart jumlah Responden yang 

melaporkan SPT Tahunarmya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan respondcn yang mc!nporkan SPT 

Tahunan PPh pasal 25 /29 tap:i tidak tepal waktu, dipcroleh kesimpu[an sebagai 

berikut 

L Untuk Wajib Pajak Badan; diperlukan waktu yang lama unt1Jk men)usun 

laporan keuangan karena harus mengumpulkan seluruh dala-data balk 

pcnjua!an atau pcndapatan scrta biaya-biaya yang yang dikeluarkan sclama 

sctahun penuh scbelum menjadi [aporan keuangnn yang baik. Sclain ilU 

tcrkadang harus menunggu persetujuan dari pemllik.. 

2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; Wajib Pajak sangat sibuk schlngga 

rerkadang lupa kalaujatuh tempo pclaporao SPT Tahunan sudah dekat. 

Dari has[! wawaocara, hampir semua Rcs.ponden menyatakan bahwa walaupun 

KPP sudah melakukan mcdernisasi wajib pajak tidak bisa menjamin melaporkan 
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SPT Tahtman PPh pasal25 I 29 dcogan tepat waktu karena lebih disebabkan olegh 

masalah internal mereka. 

5.5.2 Kewajiban Lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPb) Pusal21 

Kewajiban Tahunan PPh pasal 21 berlaku bagi wajib pajak Badan, Orang 

Prihadi (OP) dan Bcndaharawan. Berikul ini adalah data pelaporan SPT Tahunan 

PPh Pasal 21: 

Tabcl5.9 Pelaporan SPTTahunan PPh Pasalll 

r---~T Te --t Waktu (iw} ----reiiambat {T =r·~T o"'t"ai"I~T"'ePit"' 

I 1 ) T ....... 
1 
I ;tV , waklu 

No ' Tahun Badan . OP Bdh 1 Total Badan j OP Bdh ~ T I <~L 
~--· 1999!~1 "1.1--0 1~1 --'-1 1 c-1'· ~7~~ 105 ·~933:J. 

2 2000 37.80 0 97 ~ !2 6 B 105 92.38 

3 20"'0,_1 1- 3"..7+-'6"'2 f~-"0+ 

~4ct·~2~~t-·~3~7~621-~04 

99 . i . ···~·· 105 94,29 -

-:::1 99 . . 6 6 105 94.29 ' 

98 1 . 6 7 _105193:33] ' p I 2003. 36 -'Rj-0 +-""+ 
6 r 2004 37 60 : 0 97 2 ' 6 8 105 : 92.38 

__rLzoos. .E. 61 o ~9B 1- .. 1 a 7 ' 105 ! 93cJ:l. 

, a[ zoos 37 · s1 o ' 98 . 1 s 1 ws i 93.33 

l, e/ zooLL~~7, sz _o_,__~jl'i!L __ . l.c._L,":-,'1:~ l1os~L9429 
Sumber . SJDJI KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua (setelah dmlah) 
Keteranagan : Bdh ~ Bendaharawan, OP ""' Orat1g Pribndi 

Oari Tabef 5,9 dapat dilihat bnhwa rata-rata Rcsponden yang me!aporkan 

SPT Tahunan PPh Pasal 21 di alas 92%" Tingkat kepatuhan pelaporan SPT 

Tahunan PPh Pasal 21 lebih balk dibandin.gkan den.gan SPT Tahunan PPh pasal 

25 I 29 (Hhat Tabel 5.8). Sedangkan untuk wnjib pajak Bendaharawan seluruh 

Respondennya melaporkan denga.n tidak tepar waktu. 
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Dari data pclaporan juga dapat dilibat bahwa untuk wajib pajak Badan 

hampir setiap tahunnya dilaporkan dcngan tepat waktu. Berdasarkan hasll 

wawancara dengan Responden {WP Barlan), hal ini disebabkan karena SPT Pasal 

21 sudah dilaporkan dan dibayarkan apabila terjadi kurang bayar untuk 1iap 

bulannya sehingga untuk pelaporan SPT tahunannya hanya tinggal 

menggab'ongkannya atau melakukan rekapitulasi saja, Res.ponden dari wajlb pajak 

Orang Pribadi juga mengatakan alasan yang hamplr sama dengan Wajib pajak 

Bad an. 

Untuk wajib pajak Bendaharawan semuanya melaporkan SPT 1ahunan PPh 

pasal 21 nya dengan tidak tepat waktu, Alasan ulamanya ada!ah karena 

keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kurang 

begitu memahami pengisian SPT Tahuoan PPh pasal 2 I, dan juga mengaoggap 

bahwa d!da!am pekerjaan utama mereka tidak ada menyebutkan kalau 

Bendaharawan harus melaporkan kewajiban perpajakannya, tetapi hanya 

melakukan pcmungulan!pcmotongan pajak saja. 

5.5.3 Kewajiban Lapor SPT Mas.a Pnjak Penghasilan (PPh) Pasal25 

Kewajiban SPT Masa PPh pasal 25 hanya betlaku bagi wajih pajak Radan 

dan Orang PrlbadL Sedangkan untuk wajib pajak Bendaharawan tidak memillki 

kewajiban PPh pasal 25. Berikut ini adalah daca pelaporan SPT Masa PPh Pasal 

25: 
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Tabc15.10 Pe1aporan SPT Masa PPh Pasal25 r ---1 T:.c•roao_ll W'Ta.,i<,iu~ (1(111=-· -~ ---T ertambal c ~' i :~: I 
~.0 . Tahun )3adan OP ·, Bdh *) Total Badan 1-"0~P-t'B"d"ht-'T~ot~al+"'-& T, j {%} 

: ::: : : :: :--1-ce:q-·····f,-1·····: : • :-: ~-; : ::-
1 -+"-+-. "" 

99 195.96 r-•3~~2~oo~'ct--~'s~~so~~-~ot-~9~5t-~2 '2 o 4 

4 2002 37 62 0 99 .t 0 - 99 1000~ 
s 200s 36 oo o I 96 1 2 o 3 so 9697 

:1 :: : ~;-~1 : : ': . :1: : !:=--1 
;...8 ' 20061 37 61 l 0 9ll_ ---- 1 0 1 99 ____ : 9_8 ,il_9 -

s I 20011 ssld__s,_ 97 4-+- o 2 . os I 97.96 

: 10 I 2000 _36~ __ -'!. 96 1 . 2 -~ L.l_ oo i oo.s? 
Somber SlDJP KPP Pratarna Jakarta Sawah Bcsar Dua (setclah d10lah) 
Keterangan ; *) Bdlt Bendaharawan, Benduharawan tidak ada kewajiban SPT Masa 

PPh Pasal25.!29 

Darl Tube I 5.10 dnpat dilihat bahwa pelaporan SPT Masa untuk tahtm pajak 1999 

sampal 2008 sangat fluktualif. Rata~rata Responden yang melaporkan SPT 

Masanya dengan tepat waklu diatas 95% darijumlah Respondcn ynng mclaporkan 

SPT Masanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan respondon yang melaporkan SPT 

Masa PPh pasal 25 lapi tldak tcpat waktu, dlperoleh kesimpulan sebagai berikut.: 

l, Untuk Wajib Pajak Badan; masalah cash flow perusahaan yang kurnng 

baik sehingga menyebabkan pembayarnya terlambat yang secara otomatis: 

menyeh<lbkan pelaporon SPT juga terlambac 

2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribndi; Wajib Pajak sangat sibuk sehiogga 

terkadang lupa kalau jatuh tempo pembayanm SPT Masa sudah dckat. 

Dari hasil wawancara. bampir semua Responden menyatakan bahwa walaupun 

KPP s:udah melakukan modcrnisasi wajib pajak !idak bisa mcnjamin melaporkan 

SPT Tahurnm PPh pasal 25 dengan tepat waktu karena lebih disebabkan olcb 

masalah internal mereka. 
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5.5.4 Kcwajiban Lapor SPT Masa J>Gjak Pcnghasilan (PPh) Pasal21 

Kcwajiban SPT Ma.sa PPh pasal 21 berlaku bagi wajib pajak Badan, 

Orang Pribadi (OP) dan Bendaharawan. Berikut ini adalah data pelapornn SPT 

Masa PPh Pasal 21; 

Tabcl5.11 Pelapornn SPT Masa PPh Pasa121 

r~-~r-~~==~Te~~~t~W~a~~~u~~=-=======T~e~rl~a~m~b~at~0)~===-~'T~ot~a,lor-~T~eP~ I · Mw~ 
No Ta~~n I Badan 9P Bdh Total Badan O"P-+, ,B,dh"+-'-To"ta"'-1 I-"&'-T'--'~--'(%,.,yr 

r--1- . 1999 . 37+'6,.2'-1----'0'-1 99 ; -+-'-t----"6+'6'---1'r--''-'0-"-5 -+194=.2,._9, 

2 2000 37 02, -"o-t.--'""'s'-t!--~~-=---t-=---i- ,_sps~+1o,s'--t'-"94"'."'29"1 
r--...:3"+-= 200'-'-1-l I_ 34 r--'1\ o 1r---'oo=:-i _3,_+_,_1-+_,s+''"'o --t-'1o,_s'-- 90.48 

-t2oo2 3562io:97 2-68 105 92.36 ' 

"5+--"2"'003 ; . 36 f--621 .... tl t-98 ' 1 ' -
~-
3 ' 1 6 10 105 : 90.48 

-----~t-1--- _1_1,,0.o5_,i-'9'-"333J 

6 2004 34 ~ 61 0 

r---I¥~--''"-7+_ -"""-1 t----"o+ __ oo - i '•~f--"'"+7~-t'-'1"'osj9;;rl 
1-----'!~36 62 0 t---'9'-"B-f--- ''-+, :;_-__,__,6_1_._7~-t-'-'"'05;:__il-"9'-"3.-"33.,_ 
~:'".7-1'f-_.3._,7+ -":'+-""+-""'"'-l.'--__:_--Ji-=- --l·~s"t,.s _ ' 

~~~i3~5~~o·~~o~~•?;.L~~'~~-~~~6~8~~1~0~5~·~9=2-~~~ 
105 94.29 

Sumbcr . SJDJP KPP Pratama Jakarta Sawall Bcsar Dua (sclelah d1olah} 
Kcteranagan : Bdh = Bendaharawan, OP '"""' Orang Pribadi 

Dari Tabel 5.1! dapal dilihat bah\va rata~rata Total Respondcn yang 

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 2l dl atas 90%. Respondcn yang paling tidak 

paluh dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 2f-nya ada!ab wajib pajak 

Bendaharawan, dimana seluruh Respondennya melaporkan dengan titlak tepat 

waktu. 

Berdasarkan hasil wawaocara dengan wajib pajak Bendaharawan babwa 

alasan melapork."'n SPT rnasa PPh pa>al 21 tidak tepat waktu karcnu mereka 

kurang sumber daya manus!a., kurang begitu mcmahami pcngislan SPT rnasa PPh 

pasal 21, dan juga mcnganggap bahwa rlidalam pekerjaan mama mereka tidak ada 

menyebutkan kalau Bendaharawan harus mclaporkan kewajiban perpajakannya. 

tetapl hanya melakukan pemungutan/pemotongan pajak saJa, 
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Untuk wajib pajak Badan dan Orang Pribadi. aiasan rerlnmbat melaporka.1 

SPT masa PPh pasal 21 lebih dlkarenakan rnasalah internal mereka. Masalah 

intcmalnya terutama karena masalah cash flow dimana uangnya bisa diputar 

dahulu unluk bisnis. Masalah didcnda karena tc.rlambat me!aporkan tidak masalah 

karena mereka dapat memba:yarnya. 

5.5.5 Kewajiban LapnrSPT Masa Pajak Per(ambahan NiJai (PPN) 

Tidak semua WP dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Hanya WP badan dart orang prfbadi yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan atau Jasa Kena Pajak berdasar ketentuan Undang~Undnng Pajak 

Pertambahan Nllai yang bisa menjadi PKP, tidak tennasuk pengusaha kecil, 

kecuali pengusaha kecil tcrsebut memilih unluk dikukuhkan sebagai PKP, Untuk 

wajib pajak Bendaharawan sebagal pcmungul PPN tclah diatur tersendiri dl 

dalam ketentuan peruOOang undangan, sehingga seliap bcndaharawan secara 

otomatis merupakan PKP sehlngga mempunyai kewajiban unruk menyetorkan 

dan rnelaporkan Pajak Pcnambahan Nilal yang telah dipungutnya. 

Dalam penelitian ini, Responden yang dipilih adalah wajib pajak yang 

memiliki kewajlban PPN. Berikul ini adalah data pclaporan SPT masa JlPN: 
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Tabel SJ 2 Pclaporan SIT Masa Pajak Pcrtambahan Nilai (PPN) -,-
~- Tahun 

1 1999 

2 2000 

' 3 2001 ' 
4 2002 

' -:!t 2003 

_2004~ 
7 2005 I 

a 2006 

9 2007 

i to 2008 
Sumbcr 
Keteranagan 

--- j?fW) - --------tin- ... -- -toial ;·TeJ)af Te at Wa!';!u Terlambat 

Badan r;T Bdh ' 
TW waktu 

Badan OP Bdh Total Total &T {%) 

30 61 0 91 7 1 6 14 105 86.67 

31 59 0 00 6 3 6 15 105 85.71 ; .. 
85.71..] 32 58 0 90 5 6 15 105 4 

28 61 -1--:t- 9 1 6 16 105 ~476 j 

21 00 o az, 10 2 6 18 105 82.86 
I 

26. 57 0 83 11 5 6 22 79.05 
--~-· -~-- --to_§ --~-----

31 54 0 85 6 a 6 20 '105 

29 00 0 89 8 2 6 16 105 -
. 

28 61 0 89 9 1 6 16 105 

27 61 . ol 88 10 1 6 17 105 
. SJDJP KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua (setelall d10lah) 
: Bdh "" Bendaharawan, OP ..... Orang Pribadi 

.. 81JJ32.. 
84.76 -
a4.?s I 
83.81 

~ 

Dari Tabct 5.12 dapat ditihat bahwa Responden yang melaporkan SPT 

Masa PPN tiap tahunnya dengan tepat waktu adalah diatas 80%. Apabila 

dibandingkan dengan pefaporan SPT masa PPh pasal 21 (sebesar 90"4) dan SPT 

masa PPh pasal 25 (sebesar 95%) maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa 

PPN adalah yang paling rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 

yang melaporknn SPT masa PPN tapi tldak tepa!. waktu, dlperoleh informasi 

sebagai bc:rikut 

I. Wajih Pajak Badan; masalah utamanya adalah WP harus menunggu faktur 

pajak masukan dari suppller. Sering sekali supplier terlambat menyerahkan 

fak1ur pajaknya ke \VP, hal lni terutarna untuk pembellan~pembelian yang 

di!akukan di akhir bulan. Selain itu, uang yang harus dipergunakan untuk 

membayar pajak dipergunakan dnhulu untuk kepemingan bisnis WP atau 

diputnrkan dahu!u (isti!ah WP) walaupun mereka mengerti akan sanksinya, 

dimana sanksi atas terlambat bayar 2% per bulan dan sanksi terlambat lapor 

sebesar Rp 500.000,- per bulan untuk tahun pajak 2008 dan Rp 50.000,- per 

bulan untuk tahun pa:jak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya. 
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2, Wajib Pajak Orang Pribadi; Wajib Pajak sangat sibuk schingga terkadang lupa 

kalau jatuh tempo pembayaran SPT Masa sudah dekat. t\kibatnya pela:poran 

SPT masajuga terlambat 

3. Wajib Pajak Bendaharawan; kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia sehingga tidak bisa melaksanakan kcwajiban perpajakan scbagaimana 

mestlnya. 

KcLerlambatan pelaporkan SPT masa PPN lebih dikarenakan masalah 

internal wajib pajak, Jadi tidak ada berhubungan dengan masa!ah penerapan 

sistem administrasi modem di KPP Pratarna Jakarta Sawah f3esar Dua. 

Ber:ikut ini adaiah rabel rekapitulasi kepatuhan pclaporan wajib pajak dari 

mulal SPTTahunan PPh pasa125/29, SPT Tahunan PPh Pasa121, SPTMasa PPh 

Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT Masa pajak pertambahan ni!ai 

(PPN)o 

Tabcl5.13 Rekapitulasi Kcpatultan Pelaporan Wajib Pajak berdasarkan 

Data Sistem lnformasi DirektoratJenderal Pajak (SlUJP) KPP Pratama 

Jakarta Sa wah Besar Dua dan HasU Wawancara Takterstruktur 

Berdasarkan Konsep Miles dan Hoberman 

Daltl cnllru.:lion 
""'- tluUJ display 

f. Pdaponm 
SPT Tahnrmn 
PPh Psi 25129 

CtJtu:lttslml (kC$impulmt 
'li!IW!IItUrU) 

Dnta 
nuftu:IiOIJ 

Jumlah Re>pondcn (\\'P) WP 
vwut mdapor-kw; SPT ' Ber1daharo. 
:fah-;-mmmya antara tabun 

1 
wan tidal;: 

pajak l999 sd 2004 dan mempunyai 
Tuhun :Wf>5 sd 2007 kcwujiban 
(nwdcrnisasi) saogat , Tahun:m 
Jlukluatif aau rala·rmu di · PPh pasa! 
mas 84%. 1-illmpir scmua 25129 

i Rcspondcn menya!akan 
bahwa wnlaupun KPP 
l>udllh dimodcmisasL WP 
lidnk bls<t m<.:nj&min 
mclaporka:1 SP r 

1 Tahummn;11 dcng.1n tepa: 
J waklll. Hal lrtllw.n;:n;l lcblh 
' dis::bahka.l olch m.J.mlah 

internal mercka 

Dnla 
displ«)' 

Coadmkm 
(kesimpttltm ukltir 

serelull mt!lllmt tftlln 
redactlr:m) 

WP )any L llampir scmua 
mcrnpunysi Respnnclcn 
kewajiblln menyruakan bahwa 
TahuruUJ ' walaupun KPf' 
l'Ph Pusnl sudah dirnodernls~i, 
25129 dan WP lidak blsa 
mcngctahui mcnjamin 
k.:wajiimn mdaporkan SPT 
pt:rp[\jakrum j Tahunannya dcngan 
ya 1cpa:1 )1.1lk[U. Hal ini 

kan;na lcbih 
dlsebabkan olch 
ma~alah inl¢mal 
mcrcka. 

2, Ahtmn WP 
terlrunbat ynitu 
diperlukan waklu 
yan lama untuk 
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2. Pt:laporan 
SPT Talmmm 
PPh Psl2l 

3. Pclapor.m 
SPT musa PPh 
pasal25 

JumlaJ1 total Respooden 
(WP) yang melaporkan 
SPT Ttthuoonnya antara 
tahun pajak 1999 sd 2004 
dan TaJmn 2005 sd 2007 
(modemlsasi) sangat 
fluktuatif atau rata-rata di 
ala:! 92%, WP Bendalmru· 
wan scluruh.oya terlamf:m 
meLaporkan SPT Ta- , 
hunannya ( +1- ~.4), 

Alasan utama Bendahara• 
wan ada!ah karena 
mcrcka kunmg sumter 
daya ma..l'!l.l-.ia, kutat\g 
begitu memahami pengi
siun SPT Tahunan PPh 
pasal 21, dan juga 
meng20ggnp bukan 
pckerjaan utama mereka. 

66 

.ncn;usun laporan 
kcuangao karena 

"""'' mengumpt~lkan 
sdumh data-dala 
OOik penjualan atau 
prndapatan serta 
biaya ya~~g yang 
dikduarkan sclumn 
scwhun penuh 
sebelum rnenjadi 
Japoran keuangan 
yang balk 

+--·~-· 
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4. Pclaporan 
SPT ma'ill PPh 
pasal21 

5. Pclupomn 
SPT mnsa pajak 
[lertamballan 
nllai {PPN) 

patuhan lebih discbabkan 
olch mas!ah lnlcmal WP 

Jumlah total Rcspondcn 
(WP} yang mcluporkan 
SPT Masa 1a.hun pajak 
1999 sd 2004 dan 'l&hun 
2005 sd 200& 

1 (modcrniS:.lSi} ~gal 

lluklum[f nrnu ra!a·rata <li 
a1a.'> 90%. WP 
Bend ahara wan 
seluruhnya ter!amOOl 
melaporkan SPT Masanya 
(+/- 10%). 

Alasan mwna 
flemiaharaw:n; ada!ah 
karena mcrcka kurnng 
sumbcr rlay.a manusin, 
kurong bcgitu mcmahami 
pcngisian SPT Tnhun:n; 
PPJt pasal 21. dan jug:J 
mcn_gllnggap buktm 
peh:rjaan utama mereka 

Jumlah total Rcspondcn 
(WP) ya.1g melaporkan 
SPT Masa PPN Mmn 
pajak [99') sd 200<l dan 
Tahun 2005 scl 2008 
{modemisa'>l} sangat 
lluktuatif ruau rm.a-rara rll 
t!WS 80%. WP 
Bcndaharawan 
sduruhnya !<::rl run bat 
me!aporkoo SPT Mrun

">"· 

Alasan utamn Tlendahnm· 
wan ndalah karerm: w.ercka 
kurnug soJmbcr daya 
manusia, kunmg bcgitu 

·~-·~-········ ~·~n,'m""'"""""'• i_p_en~~ian SPT 

67 

mlt!lall'.h lnlt:"'11af \\-'P 

WP yru;g I. Respond>.'n yang 
mempunyai !etdiri dari \VP I 
k1..·wajiban l Badan dan O;,;lllg ~ 
Masa PPh Pribadi ltarnpir .

1

· 
Pasal 21 $1;':muanya 
dno mc!aporkan SPT 
mengctaffi1i Mmm dcngnn lcpat 
kcwajilxm waktu. Alasan tidak 
pcrp3jakann tcpat waki.U [ebih 
ya discbabkan karcna 

WP memllllHmlkan 
uang dari PPh pasa! 
21 umuk usah3!1ya 
atau diputllt 1erlebih 
dohulu. PPh Psi 21 
sudah jdas dan 
dikenakan kcpada 
karyawnn. judi WP 
hanya lillb'£'d 
memotong dan 
mclaporkannya saja. 

2. lkspondcn yang 
terdiri dari 
Bcndaharawa'l 
semuanya tidak 
patuh karena alasan 
lmrang sumber daya 
manusiu. !wrong 
hegitu memahami 
pcngisiun SPT PPh 
pasal 2 J. dan juga 
nH:nganggnp bukan 
pckerjaan 1.1!3ma 

···-·--~---t"'m'"''"'"k"·a.~---------i 

WP yaug 
rncrnpunyai 
kcwojib:m 
M= 
PPNdan 
m.:ogctahui 
kewajiban 
perpajakann 
ya 

l. Re.Hp<md&1 y~ng 
rnctvakili WP B;lli(l..1 
dan Orang Pritodi 
mcnyruakan b$iw<t 
walaupun K PP 
sudah dlmodcrnisasi. 
WP tidak Visa 
menjamin 
mdDpnrkan SPT 
Tuhunannya dcngan 
kpal waktu. I h:ll inl 
kun'fiu lcbib 
cliscbabkan olch 
mm~alah internal 
men:ka 

2.Atasan WP 
Badan tcrlambat 
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Masa PPN, dan juga 

! 
lapor··yuilU &ring 

menganggap bvkan sekali supplier 
pekcrjaan u!Hmn n=cka tcrlambm 

m:::nyerahkan lilktur 
• pujnlmyu ke WP, hal 
i ini tcrulama untuk 

pemhclian-
pcmbdian Yilllg 
dilakukan di <~khir 
bulan. 

' 3. Alasan WP ' 
!lcndalmrnwan 
h:rlumb:u karma 

' kurvng sumbcr 
daya manusia. 
kurung bcgitu 
mcmahami 
pcogisian SPT 

' Masa PPN 
-··· 

5.6 Pcmbahasan Kewajiban Pembayaran Pajak Oleb Wajib Pajak 

Data kepaLUhan kewajibao pembayanm pajak oleh seluruh Responden 

hamplr sama tingkat kepatuhannya dengan kcpatuhan dalam pelaporannya, 

kecuali uotuk wajib pajak Bendaharawan. Wajib pajak Bcndaharnwao terlcbih 

dahulu me!akukan pembayatan apablla terdapat pajak terutang., kemudian 

ditcruskan d~ngan melaporkannya ke KPP. Berikut ini adalah datu tingkat 

kepatuhan Rcsponden dalam melakukan pembayaran paja.knya: 

Tabcl5.14 Rangkuman Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Pcmbayar:m Pajak Berdasarkan Jcnis Pajak (Dalam %) 

I No 
P.sl25/29 Psl21 Psl25 Psl2l 

...... T 
PPN I Tahun 

' 
Tahunan Tabunan Masa Masa Masa 

I ' 1999' 87.88 99.05 96.97 100.00 92.38 ' 
2' 2000 91.92 98. 94.95 100.00 91.43 _____ .. _ 

3 2001 &9.90 100.00 95.96 96.19 91.43 
4 2002 86.87 100.00 100,00 98.10 :~ 

' ' 90.48 
' -~ .. - -

51 2003' 92.93 99.05 96.97 99.05 s~c.;g_ 
6 2004 : 87.88 98.10 95.96 96.19 84.76 c---:'-·r- -~--

7 2005 84.85 99.05 97.98 99,05 86.67 ·--·---
8 2006 91.92 99,05 ' 98.99 99.05 9M8 ' 
9 2007 89.90 100.00 I 97.98 100.00 90.48 

10 2008 ' I 96.97 I 98.10 89.52 
----· -~-

Sumber. SlDJP KPP Pra1ama Jakaru Sawa.h llesar Dua (setelah dJOlah) 
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5.6.1 Pembayaran SPTTahunan PPh Pasal25/29 

Tingkat Kepatuhan pembayaran SPT Tahunan PPh pasal 25/29 sama 

dengan Tingkat Kepatuhan pe!apnran SPT Tahunan PPh pasa! 25/29 tennasuk 

juga alasan keterlambatan dalam pclaporan SPT Tahunan PPh pasal 25/29 

Berikut ini adalah data pembayaran SPTTahunan PPh Pasal25/29: 

Tabel5.15 Pcrnbayaran SPT Tahunan PPb Pasal 25!29 

at waktu m --------·------ ------- roiar -TeP~ Terlambat 
TW wr~ktu 

No Tahun Badan OP Bdh •j Total Bad an OP Sdh __ Total, & T %) ' 

1 1999 32 55 0 87 5 7 0 12 ~7~ 
' I 

2 2000 34' 57 0 91 I 3 5 0 0 99 91.92 

3 2001 ' 31 58 0 09 6 4 0 10 99 89,90 
' 

4 2002 30 56 0 86 I 7 6 o' 13 99 86,87 ----
' 

' 

' 5 2003 33 59 0 92 4 3 0 7 99•9293 _, 

6 2004 32 55 0- 9? 5 7 0 12 
99' 87~8-1 ---- +·········· 

' 7 2005 32 52 

H 
84 5 10 0 15 99 - B4J35 

f--" 2006 34 +--"'- 91 Is 5 0 8 99 91.92 
' 

9 2007 331 56 89 4 6 0 10 L 99 899~j -
Sumber 
Keterangnn 

: SIDJP KPP Pratarna Jakarta Sawah Besar Dua (sctelah difJiah) 
: *) Bdh = Bendaharnwan, Bendaharnwan tidak ada kcwajiban PPh Pasal 

25/29 

5.6.2 Pcmbayaran SPT Tabunan PPh PnsaJ 21 

Tingkat Kepatuhan Responden unluk WP Badan dan Orang Pribadi dalam 

pcmbayaran SPT Tahunan PPh pasal 21 sama dengan Tingkat Kepatuhan 

pclapotan SPT Tahunan PPh pasal 21-nya, termasuk alasan keterlambatatannya 

juga (sebagaimana sudah pernah dibahas), Khusus unluk WP Bcndaharawan, 

seluruh pembayarannya Lepat waktu. Ual ini berbeda dcngan pelaporan SPT 

tahunannya dimana scluruh laporannya tidak tepat \v;.tktu. 
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Berlkut ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahunan. 

Tabcl5.l6 Pembayaran SPT Tahunan PPh Pasal21 

Te at Waktu ( 

No T a hun_ ...§.¥.9.~.!2. t-2f.. Bdh 

Terlambat (T) Total Tepal 
waktu 

(%l 
TW 

Total Badan OP Bdh Tolal & T 

1 1999 37 61 

? 200Q.f~~-"-37c. 60 

3 2001 37 62 
I 

4 2002 37 I 62. 
' 

6 L 1(}4 

6 

6 

6 

103 

105 

105 

1 

2 

5 2oo3 36 i 62 o 1o4 1 - I 

7 2005 37 61 6 104 - I 1 

0 1 105 99.05 

0 2 

0 - 105 100.00 

0 - 105 1 100,00 

0 1 105 99.05 

0 1 105 99.05 

1-...,8'+~2"0"'06"+--"'37 61 6 _,1,04'-i-· --'"'-1-'1-f---'0'+-1'---+-'1"'05"-l-'9"'9-'.0"'5-
9 2007 3;· r·-~;·· ······~---T· 105 _ _ o : _ 105 100.00 t 

Sumber : SlDJP KPP Pratama Jakarta Savr'ah Besar Dua (setelah dio[ah) 
Keternnagan : Bdh = Bendaharawan. OP =Orang Pribadi 

Bendaharawan melakukan pembayaran dengan repa1 waJ..iu karena pajak yang 

terutang ada yang iangsung dipotong olcb Kamor Perbendaharaan Negara (KPN) 

bersamaan dengan pencatran dana proyck atau pekcrjaan dan ada juga yang 

disetor langsung olch Bcndaharawan. 

5.6.3 Pembayaran SPT Masa PPh Pasal25 

Tingknt Kepa!uhan Rcsponden dalam pembayaran SPT Masa PPh pasal 25 

adalah sama dcngan Tingkat Kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh pasal 25 

terma-;uk alasan kctcrlambatannyn. Berikut ini adalah data pembayaran SPT Masa 

PPh Pasal25: 
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TabcJ 5.17 Pcmbaynran SPT Masa PPh. Pnsa125 

,----,---~---_-_-_iT;cfe=-e,cca~t~W.=kt"ul:' (lfl?Vl:;L_-_-_-_-+'-------_~Ti;e,Z""•=me:hra"-i~.;.iT·'\··--1-- -TTWotar --"Te;;;p"a"t -, 
w.~~~u 

Badan OP , Bdh ") T ~!?!+B"""'""""'"'!i-'o""P'-+"""'""h+'T"o"'ta,_l +-'&~T+--' n•,v,,_,..j No Tahun 
' ' 

f--''+-''"'"99""-f---"'36'+"60"+--'0"+-"'96'-1---'1 +'2'---1 --" 3 99 96.97 

2 2000 33 61 0 94 4 1 

0 3 r zoo1 
I 

351 60 95 2 2 

4 2.002 37 62 ol . . 

! 5 2003 36 60 0 96 1 2 

95 2 

0 5 

0 4 

0 . 

0 3 

99 94.95 
I I ' 99 . 95.96._ 

: i 
99 ' 100.00 

99 9697 

' 99 : 95.96 

7 2005 36 61 0 97 : 1 1 0 2 99 ' 97,96 
~~~~~~--"+~+-~~-~-+~~~ 
I a 2006: 37 61 o I 98 1 0 1 99 98.99 

9 200""-7+---"3"6+-'6"'1+--"'0+- "97~+--'1+1-'-1 -+--'0+'2~+-9"9'-+9"7'".9"'8· 
10 2008 36 60 • 0 96 1 2 0 3 99 96.97 

~ber~~c_.~S~tD~J~P~K~PP~P=m=ta~,n~aLJ~a"ka~n"'a~S~a="~'aih~B~~=~~D~~~(~~te71a:;h-d~loL,I~ah~)~~~--" 
Kctcrangan : *) Bdh"" Bendaharawan, Bendaharawan tidak ada kcwajlban PPh Pasnl 

25/29 

5.6.4 Pembayar.an SPT Masa PPh Pasa[ 21 

Tingkat Kepatuhan Responden untuk WP Badan dan Orn:ng Prlhadi dalam 

pembayaran SPT Masa PPh pasal 21 adalah sama dcngan Tingkat Kepatuhan 

pelaporan SPT Masa PPh pasal 21~nya, termasuk alasan kctcrlambatataonya juga 

(sebagaimana sudah pernah dibahas). Khusus untuk VlP Bendaharawan, :seJurub 

pembayarannya tepat waklu. Hal ini berbeda dengan pelaporan SPT masanya 

dimana se!uruh laporannya tidak lepat waktu. Alasan WP Bendaharawan lepar 

waktu adalah: 

I. Ada Sebagian PPh pasal 21 yang !angsung dipotong oleh Kantor 

Perbendaharaan Negara (KPN) bersamaan dengan pencairan dana proyek., 

pekerjaan, alau dana untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi disini 

Bendaharawan sudah !angsung mcncrima buk!i surat setoran pajaknya (SSP). 

2. Bendaharawan langsung memotong dan mcnyetorkan ke kas Negara sebelum 

menyerahkan dananya ke Rckanan atau kepada pegawai :yang mcndapat honor 

atau insenlif. 
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Tabel 5.18 Pembayaran SPT Masa PPb P:asnl21 
·-· .. -·~····· ······~·-uiTM .. TerlambatJr):· _ _j Total Te tWaktu Tepat 

···" 

Towl I "::'i w(~ktu 
No Tahun Badan OP lldh Total BMan OP Bdh %) 

' I 
105 I <M~ ' 

62 6 105 ' ' 0 1 1999 37 . ' . . 
' 
' 

2 2000 37 62 6 105 . . 0 . 105 100Jl0 
--~-- . ···~-j 

' 
3 2001 34 61 6 101 3 : 1 0 4 r-.105 96.19 --------

' 
2J-41 2002 35 62j_ 6 103 0 2 105 : 98.10 

: 
1 l . 51 2003 36 62 6 104 0 1 105 \1905_ ···-··· 

6 2004 34 61 6 101 3 1 0 4 105 96.19_ ....... -
~------- ·--

7 2005 37 61 6 104 . 1 0 1 105 99.05 . . 

8 2006' 36 62 6 104 1 . 0 1 105 99.05 

9 2007 37 62 6 105 . . 0 . 105 100.00 
------~--- -----

10 2008 35 62 6 103 2 ' 0 2 105 98.10 ' . .. . . . Sumber . SIDJP KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua (sctclalt dwlah) 
Ketenmagan ; Bdh"' Beodaharawan, OP"" Omng Pribadi 

5.6.5 Pembayaran SPT Masa Pajak Pertambaban Nilai (PPN) 

Tingkat Kepatuhan Responden untuk WP Badan dan Orang Pribadi dalam 

pembayaran SPT Masa PPN adalah sama dengan tingkat kepatuhan pelaporan 

SPT Masa PPN-nya, temHI.SUk alas an keterlambatannya juga .. Khusus untuk WP 

Bendaharawan, seluruh pembayarannya tepat waktu. Hal ini berbeda dengan 

pelaporan SPT masan:ra dimana seluruh laporannya tidak tepnt waktu. 

Alasan Wi} Bendaharawan tepat waktu adalah; 

I. Ada Sebagian PPN yang iangsung dipotong oleh Kantor Perbendaharaan 

Negam (KPN) bersamaan dcngan pencairan dana proyek, pekerjaan, atau dana 

untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi disinl Beodaharawan sudah !angsung 

mcncrima bukt! surat sctoran pajaknya {SSP). 

2. Bcndaharawan langsung memotong dan menyetorkan ke ktls Negara scbcrum 

mcnyerahkan dananya ke Reka11a11 WP. 
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berikut in1 adalah data pembayaran SPT Masa PPN: 

Tabcl 5.19 Pembnyaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PP:".') 

Te;atwaktu( \1) Terlarnbat n Total Tepat I 
~ 

Badan I OP 
TW '~~~u' No Tahun Badan OP Bdh Total Bdh Total &T 

1 L ..... 1999 30 61 sf 97 7 ,t 1 0 B 105 92,:1!_ 

2 2000 31 59 6 96 6 3 0 9 I 105 91.43 ' 
I ' 

3 f-. .2.()()1 32 5B 6 96 5 4 0 9 ' 105 91.43 ' ' 
' ' 

4 2002 28 61 6 95 9 1 0 10 ; 105 9D.48 ......... ------~---~ ~--· 

' ' ' 5 2003 27l 60 el 93 10 2 ' 0 12 105 88.57 .......... ---------------
' 

6 2004 26 57 6 89 11 5 0 16 105 . !J47'L 

' ' 7: 2005 31 54 6 91 6 8 0 14 105 i 86.67 

' ' 2 2006 29 60 B 95 8 2 0 10 105 90.48 .... 
I 

g 2007 28 .15' 6 95 9 1 0 _1(1_ 105 ~.48 -··- " .. - " 

' ' 10 2008 I 27 61 6 94 10 1 ' 0 11 105 89.52 ' 

Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua (setelah diolah) 
Ketcranagan Btih = BendaharaWan, OP = Orang Pribadi 
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6.1 KESIMPULAN 

BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasa:rkan survey yang dilakukan terhadap Responden yang dipilih 

langsung yang terdiri dari wajib pajak (WP) Badan, Orang Pribadl, dan 

Bendaharawan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Oua dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1, Persepsi wajib pajak dengan adanya modemisasi dengan diterapk.'lnnya 

sistcm adrninistrasi perpajakan secara umum adalah baik. Hal ini d!tujukan 

dcngan: 

a) Tingginya mlal indeks WP Badan dan Orang Pribadi terhadap perubahan 

struktur organisasl yang terjadi sete!ah adanya modemisasi, yail.u di atas 

81 yang bcrartt baik sekali. Hal ini menunjukkan bahwa WP Badan, dan 

Orang Pribadi sangat diuntungkan dcngan perubahan struktur organisasi 

yang sekarang, yaitu slruktur organisasi berdasarkan fungsi, dimana Seksi 

PPh Badan, Seks.i PPN, Seksi PPh Orang Pribadi, dan Seksi Pemotoogan 

dan Pemungutan digabung menjadi sntu scksi yang discbut denga)l Seksi 

f>engawasan dan Konsuhasi yang di dalamnnya tcrdapat beberapa orang 

pctugas yang di.scbut Account Representative (AR}, maka npabila wajib 

pajak mengalami perrnasalahan perpajakan mereka cukup darang kc saw 

seksi saja dan sudah ada satu orang yang discbut dengan istilah AR yang 

bcrtonggungjawab kepada masing-masing wajib pajak. Dengan struktur 

yang baru ini maka wajib pajak tidak perlu bertemu dengan banyak 

petugas pajak, cukup dcngan satu pctugas pajak saja. 

b) Nilai indcks WP Badan, Orang Pribadi, dan Bendaharawan terhadap 

adan.ya AR juga rin.J~gi, yaitu diatas 84 yang berarti baik sekali. Hal ini 

disebabkan karena bngi WP yang memiliki kewajiban sekallgus berupa 

kewajibnn PPh Pasal 25, PPN, dan pemotongan dan pemungutan merasa 

sangat diuntungkan deogan adanya AR karcna upabila terdapat kesulltan 

mengenai masalah perpajakan maka mereka dapat berkonsuhasi kcpada 

AR untuk scluruh jenis pajaknya dan. tidak pcrlu ke seksi lainnya, bahkan 
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kalau perlu, Wajib Pajak juga tidak perlu menggunakan jasa i'onsultan 

pajak. 

c} Nilai indeks WP Badan dan Orang Pribadi terhadap adanya tempat 

pclayanan tcrpadu (TPT) juga tinggi, yaitu dia!as 80 yang berarti baik 

sckali,, Hal ini karena peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan (KP.PBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penagihan Pajak 

(Karikpa) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memudahkan mereka dalam 

melakukan kewajiban atas PBB dan PPh di satu lempat saja karena 

mereka c:ukup berada di satu tempat untuk mclakukan pengumsan 

berbagai jenis pajak pcnghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan 

secara langsung 

d) Namun demlkian, persepsi WP Badan, Orang Pribadi, dan Bendaharawan 

terhadap inibnnasi teknotogi (IT) ma:iih kurang rnemuaskart Hal ini 

ditunjukkan dengan masih rendahnyn nllai indeks WP terhadap penerapan 

informasi tcknologi (online payment, e-SPT, e-NPWP, e-Reg, e-Filfing), 

yaitu sebesar 71,95 atau dcngan penilaian baik. Hal ini disebabknn karena 

Wajib pajak Badan, Orang Pribadi, dan Bendaharawan bcrpcndapat 

bahwa Teknologi infomtasi yang dltawarkan dengan menggunakan online 

puymeni, e..SPT, c~NPWP, e~Reg. e~Fiiling, temyata kurang begitu 

berrnanfaaL bagi wajib pajak, hal inl karena wajib pajak masih scnang 

dengan kondisi sebelum kanlor pajak dimodernisasi dimana maslh 

sebagian bcsar dilakukan secara manuaL Wajib pajak masih memet!ukan 

waktu yang agak lama untuk merubah budaya ini karena modernisasi di 

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua baru berjalan sejak Juni 2005" 

Selain itu e~SPT yang ditawarkan olch Direktorat Jenderal Pajak maslh 

mcngharuskan kepada wajlb pajak onluk datang ke kantor pajak dengan 

membawa. fommlir uniuk pelapora.nnya dan terkadang pada saat 

pemindahan data mengalami kegagalan. e~Reg juga masih mcngharusk.:"in 

wajib pajak umuk melengkapl dataJlya di kantor pajak dan On!fne 

paymenl hanya bisa untuk pcmbayaran PBR 
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2. Tidak ada perubahan yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajnk dengan 

adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan. Hal ini ditunjukkan 

dengan: 

a) WP Badan dan Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh pasal 

25(29 dengan tepal waktu yang terjadi sebelum dan setelah adanya 

modernisasi tidak banyak perubahan, yaitu WP Badan dan Orang Pribadi 

yang lapor tcpat waktu untuk tahun pajak 1999 sampai tahun 2004 

terendah 87,88 %dan tertinggi 92,93% dari total Responden. Sedangkan 

untuk tahun pajak 2005 sampai 2007 terendah 84,85% dan tertinggi 

91,92% dari total Respond en. 

b) WP Badan, Orang Pribadi, dan Bendaharawan yang melaporkan SPT 

Tahunan PPh pasal 21 dengan tepat waktu untuk tahun pajak 1999 sampai 

tahun 2004 terendah 92,38 % dan tertinggi 94,29% dari total Responden. 

Sedangkan untuk tahun pajak 2005 sampai 2007 terendah 93,33% dan 

Lertinggi 94,29% dari total Rcspondcn WP. Bcndaharawan scmuanya 

terlambat me1apor SPT Tahunan 

c) WP Badan dan Orang Pribadi yang 1apor SPT Masa PPh Pasa1 25 tepat 

waktu untuk tahun pajak 1999 sampai tahun 2004 terendah 94,95 % dan 

tcninggi 1 00% dari total Respond en. Sedangkan untuk tahun pajak 2005 

sampai 2008 terendah 96,97% dan tertinggi 98,99% dari total Responden. 

WP Bcndaharawan tidak ada kewajiban SPT Masa PPh pasal25/29 

d) WP l3adan, Orang Pribadi, dan Bendaharawan yang lapor SPT Masa PPh 

Pasal 21 tepa! waktu untuk tahun pajak 1999 sampai tahun 2004 tercndah 

90,48 % dan tertinggi 94,29% dari total Rcsponden. Sedangkan untuk 

tahun pajak 2005 sampai 2008 terendah 93,33% dan tcrtinggi 94,29% dari 

total Responden WP Bcndaharawan semuanya terlambat melapor SPT 

Masa. 

e) WP yang tcrdiri alas WP Badan, Orang Pribadi, dan Bendaharawan yang 

lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tepat waktu untuk tahun 

pajak 1999 sampai tahun 2004 terendah 79,05 %dan tertinggi 86,67% dari 

total Responden. Scdangkan untuk tahun pajak 2005 sampai 2008 terendah 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Penerapan..., Justriaman, FEB UI, 2009



77 

80,95% dan tertinggi 84,76% dari total Responden WP Bendaharawan 

semuanya terlambat melapor Sf'T Masa. 

3. Keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pcrpajakannyn lcbih 

disebabkan oleh rnasalah internal wajib pajak sendiri. Misalnya unluk SPT 

Tahunan, Wajib pajak Badan memerlukan waktu yang lama uotuk menyusun 

laporan keuangan karena harus mengumpulkan seluruh dat.a~data baik 

penjualan atau pendapatan serta biaya-biaya yang yang dlkeluarkan selama 

sctahun penuh sebelum menjadi laporan keuangan yang baik, serta alasan 

yang !alnnya 

4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran juga tidak berbeda jauh 

dengan kepatuhan dalam pelaporan perpajakannya. Perbedaan hanya pada WP 

Bendaharawan, dimana WP Bendaharawan tepat waktu dalam pembayaran 

pajak. Hal lni karena Sebag!an pajak langsung dipotong olch Kantor 

Perbendaharaan Negara (KP-:\) bersamaan dengan pencairan dana proyek, 

pekerjaan, atau dana untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi disini 

Bendaharawan sudah langs.ung menerima buktl surat setoran pajaknya (SSP). 

Selain ito, Bendaharawan juga [angsung memotong dan menyetorkan ke kas 

Ncgara sebclum mcnyerah~an dananya kc Rekanan WP. 

5. Masalah utama wajib pajak Bendahara\Yan terlambat dalam mcmcnuhi 

kewajlban perpajakannya adalah karena kurangnya kua[itas dan kuamitas 

sumber daya manusia yang dimiliki sehingga tidak bisa memcnuhi kc:wajiban 

pcrpajakannya. 
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6.2 SARAN 

Saran unluk penelitian lebih \anjut yaitu: 

l. Jumlah Responden perlu diperbanyak atau proporsional terhadap peningkatan 

jumlah wajib pajak karena jumlah wajib pajak baru yang terdafiar pad a akhir 

tahun 2008 meningkat rclatif signifikan dengan adanya program sunset poLicy. 

2. Jangka waktu penelitian yang diperpanjang. Penelitian terhadap pcncrapan 

modernisasi yang baru dimulai pertengan Juni tahun 2005 sampai tahun 2008 

dinilai terlalu singkat sehingga dampak modernisasi belum sepenuhnya dapat 

dilihat. 

Saran untuk kebijakan diantaranya adalah: 

I. Perlunya sosialisasi yang terus menerus atau berkelanjutan terhadap wajib 

pajak Bendaharawan agar mcnyampaikan pelaporan kewajiban perpajakannya 

dcngan tepa I waktu. 

2. Perlunya penyempurnaan yang berhubungan dengan penerapan e-SPT untuk 

pelaporan SPT Masa PPN karena masih terdapat banyak kelemahan yang 

menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam pengisian data software nya. 

Pcrlunya sosialisasi yang terus mcnerus terhadap wajib pajak Benrlaharawan 

agar mcnyampaikan pclaporan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. 

3. Pencrapan sanksi pcrlu dipertcgas tcrulama sejak dibcr1akukannya pcrubahan 

atas Undang-undang perpajakan tentang Kctentuan dan Tala Cara Umum 

Perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 2008 dimana atas ketcr1ambatan 

da1am pe1aporan alas SPT Tahunan unluk Bad an sebesar Rp 1.000.000, SPT 

Tahunan untuk Orang Pribadi sebesar Rp\00.000, SPT masa pajak 

pcnambahan nilai (PPN) sebesar RpSOO.OOO, serta unluk SPT masa 1ainnya 

scbcsar Rp 100.000. 

4. Pcr1unya pcnambahan jum1ah Accowu Representative (AR) karena peni1aian 

dari wajib pajak yang sangat baik dcngan adanya AR, dimana AR dapat 

membantu wajib pajak da1am mcmenuhi kewajiban perpajakannya. 
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Larnpinm l. Kuesioner 

Jakarta, 12 Mel 2009 

Yth. Bapaklibu Wajib Pajak 
Perihal : Pemohonan Pengisian Kuesioner 

Dengan hormat 

Sehubungan dengan penelitian lapangan untuk mengetahui kepuasan para wajib pajak dengan diterapkannya sistem 

admlnistrasi pajak modern {modemisasi) di KPP Pratama Jakarta sawah Besar Dua, dengan ini mohon kepada bapakiibu 

para wajib pajak untuk mengisi kuesioner be!ikut ini dengan memberi:kan tanda silang (X): 

Kuesfoner/survey· . 
No Komponen Modemisasi WaJibPajak Nllal Ke uasan 

1 2 3 4 • 
Buruk Sekali Buruk Cukup Balk Baik Sekall 

Perubahan struldur organisasi dari 
1 berdasarkan jenis pajak menjaOi 1. Badart -

berdasafkan fungsi, misalnya; dahulu ada 
seksi Badan, Orang Prlbadi, PPh 21, <:lan 2. Orang Pribadi 
PPN sekarang digabung menjadi Seksi 

loantU'II'\Iasan dan Konsultasi 3. Bendaharawan 

2 Accouo/ Reprosenlalive, misalnya: proaklif, 1. Badan 

tepaf waklu, menjelaskan dengan balk, 2. Orang Prihadi 

pengL'SSaan peraluran 3. Bendaharawan 
. 

3 Penerapan lnformasi Teknologi yang lebih 1. Badan 
baik, m1salnya: Online Paymettf. e·SPT, e- 2. Orang Pribadi 
filing, e-reg 3. Bendaharawan 

4 Tempa\ pe!ayanan terpadu, misalnya: wak!o 1. Badan 

tunggu, proaktif. sikap melayani, fasilitas 2. Orang Prib<Jdi 
ruang lur.ggu 

3. Bendaharawan 

... 
Catalan. D11S1Sesua1 dengan status. war1b parak (Badan, Orang PrJbad1, atau bendahara} 

Alas waktu dan perhatiannya diucapkan terima kasih 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara Takterstruktur 

PEDOMAN WAWANCARA SECARA TAK TERSTRUKTUR KEPADA 

WAJIB PAJAK (PERTANYAAN BERKEMBANG SESUAI JAWABAN 

DAR! WAJIB PAJAK) 

l. Bagaimana pendapat Bapak!lbu terhadap pelayanan yang dibcrikan oleh 

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sebelum dan setelah perubahan 

slstem a.dministrasi perpajakan dengan penerapan administrasi modern? 

2. Bagaimanakah manfaat perubahan struktur organisasi di KPP Pratama 

sehingga s1ruklur organisasi tidak berdasarkan jenis pajak (PPH, PPN. 

Potput, OP) tetapi berdasarkan fungsinya {Pengawasan dan Konsultasi, 

Penagihan. Pemeriksaan)'! 

3. Adakah perubafum yang memberikan manfaat bagi Bapak/1bu dengan 

adanyajabatan AR (Account Representatives}? 

4. Apabila Bapakllbu pemah diperiksa oleh Kantor Pajak, baga1mana 

pemeriksaan yang dilakukan sebelum dan setelab dilakukannya pcrubahan 

sistcm adminis!rasi perpajakan? 

5. Bagaimana kemajuan teknologi yang ditawarkan dari peruba.han sistcm 

administrasi perpajakan (on~lfm; P")'ment, e-SPT, e-NPWP, e-Reg,e~jilfing, 

website) mempermudah BapakJibu? 

6. Dengan adanya peleburan antara Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KP 

PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penagihan Pajak (Karikpa), Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, apakah 

memberi manfaal bagi Bapakllbu? Bagaimanakah manfaatnya? 

7. Bagaimana sarana dan prasarana yang di sed[akan KPP Pratama dapat 

memudahkan Bapakllbu? 
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Lampi ran 2 (Lanjutan) 

Pcdoman Wawancara Takterstruktur 

8. Hal-hal apakah yang perlu diperbaiki oleh KPP Prntama Jakarta Sawah 

Bcsar Dua untuk mempermudah Bapak!Ibu dalam memenuhi kewajiban 

perpa:jakan (ketika menyetorkan atnu melaporkan pajak)'? 

9. Denga11 berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pelaporan dan 

pembayaran serta PcJayanan yang lebih baik tcrbadap wajib pajak yang 

ditcrapkan oleh Kantor pajak, apakah membuat Bapaklibu melaporkan 

kewajiban perpajakannya dengan benar? Serta membayar dan melaporkan 

dengan tepat waktu? 

IO. Apabila Bapaklibu mernbayar dnn melaporkan surat pemberitahuan (SPT) 

tidak tepat waktu, apa alasannya? 
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